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Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkat dan rahmat-Nya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 

berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 

dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 

Sistem Akuntabi l i tas Kiner ja Instansi  Pemer intah te lah 

mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun 

laporan kinerja setiap tahun.                                                                                                                                     

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta 

indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan tahun 2024. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 

2024 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Secara umum Pusat 

Layanan Pembiayaan Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja 

yang dihasilkan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2024. Semoga 

laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan 

anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan 

kinerja di tahun mendatang. 

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya laporan kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 

2024.

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan 

Pendidikan

Adhika Ganendra, S.Si.,M.M.
NIP 198111182006041003
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Pagu

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

Rp35.362.067.961.000

SK 1

[IKK 1.1] 

[IKK 1.2] 

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

10.360.614

4.369.968

Target

Target

10.360.614

4.369.968

Realisasi

Realisasi

Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Rp34.912.018.238.147

98,73%
Realisasi

100%

100%

Capaian IKK < 100%

Capaian IKK = 100%

Capaian IKK > 100%

1 IKK

3 IKK

3 IKK
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Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengahSK 2

[IKK 2.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

3.255.248
Target

4.168.975
Realisasi128,07%

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan 
tenaga kependidikan profesional

SK 3

[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS 
yang memperoleh tunjangan/bantuan

341.599
Target

338.284
Realisasi99,03%

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat 
pendidikan tinggi

SK 4

[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

 929.951 
Target

 1.036.235 
Realisasi111,43%
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Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan PendidikanSK 5

[IKK 5.1] 

[IKK 5.2] 

Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

A

90

Target

Target

A

 97,08 

Realisasi

Realisasi

100%

107,87%
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Permasalahan Umum

Penetapan sasaran pada penerima 
bantuan beberapa program masih 

terkendala terkait data siswa di 
Dapodik maupun di Dukcapil, DTKS 

dan P3KE

Keterbatasan kapasitas 
penyimpanan atau storage serta 
memory pada server sistem KIP 

Kuliah dan Program Indonesia Pintar 
(PIP).

Terdapat beberapa kendala di 
Perguruan Tinggi (PT) dalam 

mengusulkan KIP Kuliah, misalkan 
tidak ada alokasi dana pengelolaan 
untuk memverifikasi calon penerima 

KIP Kuliah, PT terlambat 
mengusulkan penerima KIP Kuliah)

Guru yang tidak memperbaharui 
data di Dapodik dan perpindahan 
status guru non PNS ke PPPK.

Gangguan pada Pusat Data 
Nasional (PDN) mengakibatkan data 

penerima bantuan terganggu.
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Langkah Antisipasi

Meningkatkan koordinasi kepada pihak terkait (Kemensos, Kemenko PMK, 
Kemenag, Kemendagri, Pusdatin, Dinas Pendidikan, bank penyalur dan Pihak 

terkait lainnya) yang memilki data.

Menyempurnakan proses dan/atau prosedur dalam hal penetapan sasaran 
penerima bantuan sehingga lebih optimal.

Menganalisis hambatan-hambatan yang masih terjadi sehingga mendapatkan 
informasi wilayah-wilayah dengan hambatannya masing-masing untuk 

kemudian menjadi dasar dalam penetapan solusi bersama bank penyalur.

Berkoordinasi dengan mahasiswa, Pusdatin, PDDIKTI, perguruan tinggi, 
LLDIKTI, dan pihak lain yang terkait, baik dalam penetapan penerima bantuan 

dan beasiswa, penyaluran dana, maupun dalam pelaporan kemajuan studi. 

Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan Pusdatin (Dapodik) dan PD Dikti 
secara berkala terkait pemadanan data dan pengadaan server.

Memberikan layanan untuk menerima komplain dan mengatasi berbagai 
permasalahan KIP Kuliah mulai dari pendaftaran hingga penyaluran melalui 

berbagai kanal pengaduan, seperti ULT, Lapor.go.id serta meningkatkan 
sosialisasi melalui media sosial dan Pemuda Pelajar Merdeka.

Melakukan monitoring pada akun mahasiswa pada sistem pelaporan, serta 
melaksanakan monitoring dan supervisi ke perguruan tinggi dan mahasiswa 

penerima bantuan dan beasiswa.

Menginventarisir data guru yang masih belum valid dan segera 
menginformasikan kepada dinas pendidikan

1

2

4

5

6

7

8

3



Bab I
Pendahuluan
A. Gambaran Umum
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 Dalam rangka mendorong terjadinya tanggung jawab atas kinerja lembaga 

pemerintah sebagai syarat penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik dan 

dapat dipercaya, perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Setiap 

instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir 

periode anggaran. Laporan kinerja merupakan laporan tahunan yang menampilkan 

akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, tidak hanya menyoroti hasil (output) dari 

kegiatan yang dilakukan, tetapi juga mencakup efek/manfaat (outcome) dari kegiatan 

tersebut sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu program.

 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) adalah satuan kerja yang 

berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi dengan posisi setingkat Eselon II. Puslapdik memiliki fungsi sebagai unit 

organisasi yang khusus menangani layanan pembiayaan pendidikan, hal ini sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Permendikbudristek) Nomor 28 Tahun 2021, yang mengatur tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam 

permendikbudristek tersebut dijelaskan bahwa tugas Puslapdik dibentuk dengan 

tujuan: 

Menyiapkan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;

Melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan;

Melakukan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;

Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

pembiayaan  pendidikan; dan

Melaksanakan urusan ketatausahaan Pusat.

1.

2.

3.

4.

5.
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 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puslapdik didukung oleh sumber daya 

manusia sebanyak 73 Pegawai Negeri Sipil dan 29 PPNPN (Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri). Adapun data pegawai pegawai berdasarkan jenis kelamin dan 

jenjang Pendidikan, adalah sebagai berikut: 

42
Laki-Laki

Perempuan
60

PNS

PPNPN

73

29

SMA

D3

S1

S2

S3

10

12

55

22

3

Berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan jenjang Pendidikan



B.  Dasar Hukum 
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Tahun 2020-2024;

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 

tentang Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 

Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja 

Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 

tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2020-2024; 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



C. S truktur, Tugas dan Fungsi Organisasi
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Kepala Pusat

Adhika Ganendra

Sofiana Nurjanah

Ketua Tim Kerja  Program
Indonesia Pintar (DIKDASMEN)

Septien Prima Diassari

Ketua Tim Kerja Beasiswa
Pendidikan Tinggi

Wendi Kuswandi

Ketua Tim Kerja Aneka 
Tunjangan

Aji Kusumanto

Ketua Tim Kerja Afirmasi
Pendidikan

Rakean Sundayana

PJ. Program
Indonesia Pintar (PIP) SD

Muni

PJ. Kartu
Indonesia Pintar (KIP-Kuliah)

Sri Lestariningsih

PJ. Paud dan Dikdas

Wendi KuswandiRuknan

PJ.  Afirmasi
Pendidikan Tinggi (ADik)

Teguh Rahayu Slamet

PJ. Program
Indonesia Pintar (PIP) SMP

Tatang Supriatna

PJ. Beasiswa
Unggulan (BU)

PJ. Dikmensus
dan Tendik

Jumadi Dwi Setia Permana
PJ. Afirmasi

Pendidikan Menengah (ADEM) 

Mulkirom

PJ.  Program
Indonesia Pintar (PIP) Dikmen

Mohamad Alipi

Kasubag Tata Usaha

1. Struktur Organisasi
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2. Tugas dan Fungsi 

Penyiapan kebijakan teknis 
di bidang layanan 

pembiayaan pendidikan;

Pelaksanaan layanan 
pembiayaan pendidikan;

Koordinasi pelaksanaan 
layanan pembiayaan 

pendidikan;
Pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang layanan 
pembiayaan pendidikan; dan

Pelaksanaan urusan 
ketatausahaan Pusat.

Permendikbudristek Nomor 

28 tahun 2021, Puslapdik 

menyelenggarakan fungsi :
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Detail lebih lanjut mengenai rincian tugas Puslapdik diatur dalam Keputusan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 423/O/2022 

tahun 2022 yaitu: 

Melaksanakan penyusunan program kerja pusat; 

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis layanan pembiayaan 

pendidikan; 

Melaksanakan pengolahan data usul penerima layanan pembiayaan 

Pendidikan;

Melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan pendidikan; 

Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya 

pendidikan bagi peserta didik; 

Melaksanakan penetapan penerima tunjangan bagi guru, pendidik 

lainnya, dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara daerah; 

Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran tunjangan/insentif 

bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri 

sipil;

Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya 

pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik bagi masyarakat;

Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya 

pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia 

di lingkungan kementerian; 

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan; 

Melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan 

pembiayaan Pendidikan; 

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan 

pembiayaan Pendidikan; 

Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan 

Pendidikan; 

Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pusat; dan

Melaksanakan penyusunan laporan Pusat.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.
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D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-Isu Strategis

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

b. Pendidikan Tinggi

Meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 6 (enam) 

tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk dapat 

menyelesaikan pendidikan menengah dalam rangka mendukung 

terlaksananya program percontohan pendidikan universal pendidikan 

menengah/wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) 

atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
Mengajak siswa yang telah putus sekolah atau tidak melanjutkan 

pendidikan untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan di 

sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM), lembaga kursus dan pelatihan, serta satuan 

pendidikan nonformal lainnya atau Balai Latihan Kerja.

Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi;
Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami 

keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan untuk melanjutkan studi 

ke jenjang yang lebih tinggi, melalui dukungan biaya pendidikan serta 

bantuan biaya hidup yang disalurkan;
Memberikan peluang bagi masyarakat berprestasi untuk mendaftar 

Program Beasiswa Unggulan (BU), yang menawarkan berbagai 

komponen bantuan. Bantuan tersebut meliputi biaya pendidikan 

sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, biaya buku, serta biaya hidup 

yang berpatokan pada standar biaya masukan Kementerian 

Keuangan;
Mengubah pola pikir mahasiswa mengenai anggaran pendidikan yang 

disediakan oleh pemerintah sebagai pendorong, sehingga di masa 

depan terdapat hubungan yang relevan dengan perkembangan 

menjadi individu yang dapat berpotensi tumbuh. 
Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bersaing dalam 

bidang akademik dan non-akademik, baik di tingkat domestik maupun 

internasional, juga membuka peluang bagi masyarakat berprestasi, 

terutama pegawai di lingkungan Kemendikbudristek, untuk 

meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

1)

2)

3)

1)
2)

3)

4)

5)
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c. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

Penetapan bahwa guru merupakan sebuah profesi mengharuskan 

pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi kepada pendidik 

yang telah memiliki sertifikasi dan memenuhi kriteria sebagai 

penerima tunjangan profesi Non ASN. Tunjangan profesi tidak hanya 

ditujukan bagi guru dengan status ASN, melainkan juga untuk guru 

yang berstatus Non ASN. Tunjangan profesi diberikan kepada guru 

yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat sesuai 

ketentuan yang berlaku. Pemberian tunjangan ini merupakan amanat 

dari UU Nomor 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
Pemerintah memberikan penghargaan kepada para guru yang 

berdedikasi di daerah khusus dengan menyediakan tunjangan khusus 

(TKG) sebagai bentuk apresiasi. Pemberian tunjangan ini diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan 

Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Guru dan Dosen. 

Daerah khusus yang dimaksud adalah wilayah yang ditentukan oleh 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana 

tertuang dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 160 Tahun 2021, 

yang mengatur tentang Daerah Khusus berdasarkan kondisi 

geografis. Pada Kepmendikbudristek tersebut Guru Non ASN yang 

telah mendapatkan tunjangan profesi, juga mendapatkan tunjangan 

khusus jika guru tersebut bertugas di daerah khusus.
Di Indonesia, belum semua guru memiliki sertifikat pendidik, meskipun 

mereka telah mengajar selama puluhan tahun. Namun, kurangnya 

kepemilikan sertifikat bukan berarti mereka kurang professional 

sebagai seorang guru. Ada berbagai faktor yang menyebabkan 

sejumlah guru di Indonesia belum memiliki sertifikat tersebut. Dalam 

rangka memberikan apreasisasi terhadap dedikasi guru-guru yang 

masih belum memiliki sertifikat pendidik, pemerintah memberikan 

bantuan insentif. Bantuan ini berlandaskan pada ketentuan yang 

tercantum dalam peraturan yang berlaku.

Guru profesional merupakan kunci utama dalam menciptakan proses 

pendidikan yang berkualitas. Beberapa isu strategis terkait tunjangan bagi 

guru non-PNS mencakup:

1)

2)

3)
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2. Peran Strategis Organisasi 

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

b. Pendidikan Tinggi

Menetapkan sasaran penerima PIP Dikdasmen melalui pemanfaatan 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan dari Dinas 

Pendidikan dan pemangku kepentingan kepada siswa yang layak 

menerima bantuan PIP. 
Bertindak sebagai pengawas bagi dinas pendidikan, sekolah, dan 

lembaga penyalur dalam pelaksanaan PIP.
Memberikan pengawasan kepada dinas pendidikan, sekolah dan 

lembaga penyedia layanan mengenai implementasi PIP.

Mengidentifikasi sasaran penerima Beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa 

Afirmasi dan Unggul di Perguruan Tinggi melalui pemanfaatan DTKS, 

Rekomendasi Biro Pendidikan dan Pemangku Kepentingan, serta 

Mahasiswa Pendaftar secara mandiri memenuhi syarat penerima 

beasiswa sesuai ketentuan masing-masing program.
Memberikan dukungan pendidikan dan biaya hidup kepada 929.951 

orang peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi namun 

berprestasi secara akademis, peserta didik dari daerah terpencil, 

terluar, atau kurang berkembang dan/atau peserta didik pada 

perguruan tinggi di daerah yang terkena bencana alam atau konflik 

sosial, dan bagi putra/putri bangsa.
Memiliki peran penting dalam mengubah cara siswa berpikir tentang 

dukungan pendidikan yang disediakan pemerintah sebagai 

pendorong kemajuan masa depan dan menjadi individu yang cakap 

dan potensial untuk berkembang.
Memberikan dukungan kepada mahasiswa penerima manfaat dan 

melakukan pengawasan terhadap pejabat perguruan tinggi dan 

lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI) yang terlibat dalam 

pelaksanaan program KIP Kuliah, Pendidikan Tinggi Konfirmasi 

(Adik), dan Beasiswa Unggulan.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)
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c. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan
Penetapan dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru Non Aparatur Sipil 

Negera (TPG Non ASN) demi mendukung upaya guru dalam: (1) 

meningkatkan kompetensi guru, sehingga kualitas pembelajaran di 

sekolah dapat ditingkatkan; (2) membiayai pelaksanaan kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung tugas 

mereka sebagai guru profesional; dan (3) mengangkat martabat serta 

menjamin kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat menjalankan 

tugas dengan lebih tenang dan fokus. 
Penetapan dan penyaluran Tunjangan Khusus Guru Non Aparatur 

Sipil Negera (TKG Non ASN) demi mendukung upaya guru dalam:  (1) 

meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah 

khusus; (2) menjunjung martabat dan menjamin kesejahteraan guru 

yang mengajar di wilayah tersebut, sehingga mereka dapat bekerja 

dengan lebih tenang dan fokus; (3) mendorong kreativitas dan inovasi 

guru dalam proses pembelajaran, sehingga kualitas pendidikan di 

daerah khusus dapat bersaing dengan daerah lainnya; dan (4) 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi, seperti 

pembelian ponsel, laptop, dan kuota internet, yang dapat mendukung 

kelancaran proses belajar mengajar.
Penetapan dan penyaluran Insentif bagi guru Non ASN dalam rangka 

peningkatan pendapatan para guru di luar gaji atau upah mereka, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta diharapkan dapat 

mendorong guru untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diemban.
Supervisi dan evaluasi terhadap proses penyaluran tunjangan profesi, 

tunjangan khusus dan bantuan insentif.

1)

2)

3)

4)



Bab II
Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis

LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

16

Renstra Puslapdik disusun untuk mendukung pencapaian dari Visi dan Misi 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Adapun Visi dan Misi 

Kemendikbudristek adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan 
Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, 
mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 

bergotong royong, dan berkebinekaan global

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan 
berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, 

didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

Mewujudkan pelestarian dan pemajuan 
kebudayaan serta pengembangan bahasa dan 

sastra.

Mengoptimalkan peran serta seluruh 
pemangku kepentingan untuk mendukung 
transformasi dan reformasi pengelolaan 

pendidikan dan kebudayaan

Visi

Misi
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Langkah-langkah untuk meningkatkan akses pendidikan melalui layanan 

pembiayaan pendidikan meliputi penyediaan berbagai program/bantuan seperti:

2. Tujuan Strategis

Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Dikdasmen), merupakan biaya personal peserta didik miskin dan rentan miskin, 

guna menjamin kepastian belajar mereka.

Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat Pendidikan Tinggi, yang lebih dikenal 

sebagai KIP Kuliah, adalah dana untuk biaya pribadi dan non-pribadi bagi 

mahasiswa dari kalangan miskin dan hampir miskin. Tujuannya adalah untuk 

memperluas akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa 

Indonesia yang memiliki keterbatasan finansial.

Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) adalah biaya untuk siswa di tingkat 

pendidikan menengah yang mencakup biaya pribadi dan non-pribadi. Program ini 

bertujuan untuk memastikan kelangsungan studi bagi pelajar yang berasal dari lokasi 

tertentu, sesuai dengan keadaan geografis, termasuk Orang Asli Papua (OAP) dan 

anak-anak yang tinggal di kawasan perbatasan.

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) adalah biaya personal dan non personal untuk 

mahasiswa, bertujuan untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi mahasiswa 

yang datang dari wilayah-wilayah yang terisolasi, terpencil, atau tertinggal, serta bagi 

mereka yang belajar di lembaga pendidikan tinggi di daerah yang mengalami 

bencana alam atau ketegangan sosial.

Beasiswa Unggulan (BU) adalah dana untuk keperluan pribadi dan non-pribadi bagi 

mahasiswa, bertujuan untuk mendukung anak-anak terbaik bangsa Indonesia dalam 

melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi di universitas di dalam 

atau di luar negeri, serta memberikan bantuan khusus atau penghargaan 

berdasarkan instruksi presiden.

Aneka Tunjangan dan Bantuan Insentif guru Non Aparatur Sipil Negera (Non 

ASN)Jenis tunjangan dan insentif untuk guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) 

mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG). TPG 

bertujuan untuk menghargai guru sebagai tenaga profesional dalam pelaksanaan 

sistem pendidikan nasional. Sementara itu, TKG diberikan kepada guru sebagai 

bentuk kompensasi atas tantangan yang dihadapi saat menjalankan tugas di daerah 

tertentu. Bantuan Insentif untuk pendidik non ASN disalurkan kepada pendidik formal 

dan non formal yang belum memiliki sertifikat sebagai tambahan untuk pendapatan 

di luar gaji dan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas 

mereka. 

1
2

3

4

5

6
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Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Puslapdik memiliki target kinerja 

dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang 

dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020 – 2024. 
Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(SOTK) melakukan perubahan struktur, organisasi, dan proses kerja. Oleh karena 

itu, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diubah untuk mencerminkan 

perubahan SOTK. Perubahan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan tahun 2020-2024 dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2022. 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Dalam 

Renstra tersebut terdapat perubahan SK dan IKK pada tahun 2020 – 2021 dan tahun 

2022 – 2024. Perubahan SK dan IKK tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

3. Matriks Kinerja

2020 2021

SK 1

IKK 01.01 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen orang

IKK 01.02 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah orang

IKK 01.03
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang 

memperoleh tunjangan/insentif
orang

17.927.992

773.064

311.577

17.927.992

1.102.587

321.024

IKK 02.01
Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 

minimal BB
predikat BB BB

IKK 02.02
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat 

Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85
nilai 85 86

SK 2
Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan 
Pembiayaan Pendidikan

Kode No
Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja  
Kegiatan (IKK) Satuan

Target

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan  

Matrik Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2020-2021
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Matrik Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2022-2024

Sasaran Kegiatan (SK) / 

Indikator Kinerja  Kegiatan (IKK) 2022 2023 2024

IKK 01.01 Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP Orang 10.360.614 10.360.614 10.360.614

IKK 01.02 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang 
memperoleh PIP

Orang 4.369.968 4.369.968 4.369.968

IKK 02.01
Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh 

PIP
Orang 3.197.410 3.197.410 3.197.410

IKK 03.01
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang 

memperoleh tunjangan/bantuan
Orang 355.500 346.262 341.599

IKK 04.01
Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa 

KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi
Orang 775.620 816.271 927.627

IKK 05.01
Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 

minimal BB
Predikat A A A

IKK 05.02
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat 

Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85
Nilai 86 88 90

SK 1
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan 
di tingkat dasar

SK 2
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan 
di tingkat menengah

SK 3
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan profesional

SK 4
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan 
di tingkat pendidikan tinggi

SK 5
Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan 
Pembiayaan Pendidikan

Kode No Satuan
Target



B. Perjanjian Kinerja

LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

20

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Puslapdik menetapkan target tahunan yang 

akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian 

kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, 

target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui 

reviu rencana strategis. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Puslapdik Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja 2024 (Awal)

[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang 

memperoleh PIP
10.386.998

[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat 

yang memperoleh PIP
4.471.119

2

[SK 2] Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di tingkat 

menengah

[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/

Sederajat  yang memperoleh PIP
3.255.248

3

[SK 3] Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan bagi 

pendidik dan tenaga kependidikan 

profesional

[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan 

Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan
348.874

4

[SK 4] Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di tingkat 

pendidikan tinggi

[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh 

beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi
929.951

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal BB
A

[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal 85

93.291

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2024

1

[SK 1] Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di tingkat 

dasar

5

[SK 5] Meningkatnya tata kelola 

Pusat Layanan Pembiayaan 

Pendidikan

NO
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Alokasi Anggaran

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan Rp78.211.763.000

2 4464
Layanan Pembiayaan Pendidikan 

Kesejahteraan Guru Non PNS
Rp8.462.570.633.000

3 4465
Layanan Pembiayaan Pendidikan 

Dasar Menengah
Rp14.252.516.157.000

4 4469
Layanan Pembiayaan Pendidikan 

Tinggi
Rp12.062.396.603.000

Rp36.392.720.800.000Total

[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang 

memperoleh PIP
10.360.614

[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang 

memperoleh PIP
4.369.968

[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di 

tingkat menengah

[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat 

yang memperoleh PIP
3.255.248

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan 

bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan 

Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan
341.599

[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di 

tingkat pendidikan tinggi
[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh 

beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi
929.951

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal BB
A

[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan 

RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 

minimal 85

90

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023

2

3

4

5

NO

1
[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di 

tingkat dasar
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C. Alokasi Anggaran
Sebagai pengguna anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, menyusun 

rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi 

anggaran 2020-2024 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan: 

Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran 2020-2024

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan Rp77.819.014.000

2 4464
Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru 

Non PNS
Rp7.744.570.633.000

3 4465 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah Rp13.599.422.247.000

4 4469 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Rp13.940.256.067.000

Rp35.362.067.961.000Total 

2020 2021 2022 2023 2024

24.738.610.787.000

28.233.365.805.000
28.053.089.258.000

29.521.692.459.000

35.362.067.961.000
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Dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2024, secara umum anggaran Puslapdik 

memiliki tren kenaikan anggaran. Kenaikan anggaran ini digunakan untuk mencapai 

sasaran penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang 

juga memiliki kenaikan sasaran. Sehingga kenaikan anggaran juga sejalan dengan 

kenaikan jumlah penerima manfaat Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Perbandingan anggaran alokasi awal dan revisi

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Alokasi

Awal Revisi

[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat dasar

[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat 

yang memperoleh PIP
4.223.762.199.000 4.223.395.066.000

[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat 

yang memperoleh PIP
2.726.502.381.000 2.726.050.674.000

[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat menengah

[IKK 2.1] Jumlah siswa 

SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh 

PIP

6.649.157.667.000 6.649.976.507.000

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan profesional

[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan 

Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan
8.462.570.633.000 7.744.570.633.000

[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh 

beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi
14.306.324.337.000 13.994.064.247.000

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat 

Layanan Pembiayaan Pendidikan

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal BB
8.007.061.000 8.007.061.000

[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal 85

16.396.522.000 16.003.773.000
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Puslapdik memiliki banyak program prioritas, baik itu sebagai Prioritas Nasional (PN) 

maupun prioritas kementerian. Program prioritas tersebut bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini:

Program Prioritas di Puslapdik Tahun 2024

01-Program 023.01.DF
Program PAUD dan Wajib 

Belajar 12 Tahun
9.779.934.947.000

02-Kegiatan 4465

Layanan Pembiayaan 

Pendidikan Dasar 

Menengah

9.779.934.947.000

1-KRO 4465.QEK

Bantuan Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah[Base Line]

18.598.570 Orang 9.779.934.947.000

2-RO 4465.QEK.001

Siswa SD/Paket A Yang 

Mendapatkan Program 

Indonesia Pintar

10.360.614 Orang 4.223.762.199.000

2-RO 4465.QEK.002

Siswa SMP/Paket B Yang 

Mendapatkan Program 

Indonesia Pintar

4.369.968 Orang 2.726.502.381.000

2-RO 4465.QEK.003

Siswa SMA/Paket C Yang 

Mendapatkan Program 

Indonesia Pintar

1.935.774 Orang 1.183.707.440.000

2-RO 4465.QEK.004

Siswa SMK Yang 

Mendapatkan Program 

Indonesia Pintar

1.928.271 Orang 1.538.461.070.000

2-RO 4465.QEK.005

Siswa Penerima Afirmasi 

Pendidikan Menengah 

(ADEM)

3.943 Orang 107.501.857.000

01-Program 023.01.DI

Program Kualitas 

Pengajaran dan 

Pembelajaran

7.606.586.446.000

02-Kegiatan 4464

Layanan Pembiayaan 

Pendidikan 

Kesejahteraan Guru Non 

PNS

7.606.586.446.000

1-KRO 4464.QEK

Bantuan Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah[Base Line]

343.118 Orang 7.606.586.446.000

2-RO 4464.QEK.001

Guru TK/TKLB Non-PNS 

yang Menerima 

Tunjangan Profesi

52.086 Orang 1.561.599.892.000

2-RO 4464.QEK.002

Guru Dikdas Non-PNS 

yang Menerima 

Tunjangan Profesi

83.205 Orang 2.081.373.528.000

2-RO 4464.QEK.003

Guru Dikmen Non-PNS 

yang Menerima 

Tunjangan Profesi

66.378 Orang 1.775.757.784.000

2-RO 4464.QEK.004

Kepala Sekolah Non-PNS 

yang Menerima 

Tunjangan Profesi

43.600 Orang 1.440.586.055.000

2-RO 4464.QEK.005

Guru TK/TKLB yang 

Menerima Tunjangan 

Khusus

393 Orang 8.944.767.000

Kode Nama Program Prioritas  Target 2024  Satuan  Alokasi Anggaran  2024
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2-RO 4464.QEK.006

Guru Dikdas yang 

Menerima Tunjangan 

Khusus

23.975 Orang 450.064.316.000

2-RO 4464.QEK.007

Guru Dikmen yang 

Menerima Tunjangan 

Khusus

3.379 Orang 67.756.967.000

2-RO 4464.QEK.008

Kepala Sekolah yang 

menerima Tunjangan 

Khusus

393 Orang 9.298.337.000

2-RO 4464.QEK.009

Guru TK/TKLB/Dikmas 

Non-PNS yang Menerima 

Insentif

41.065 Orang 108.086.400.000

2-RO 4464.QEK.010
Guru Dikdas Non-PNS 

Yang Menerima Insentif
25.794 Orang 92.858.400.000

2-RO 4464.QEK.011
Guru Dikmen Non-PNS 

yang Menerima Insentif
2.850 Orang 10.260.000.000

01-Program 023.01.DK
Program Pendidikan 

Tinggi
12.105.196.023.000

02-Kegiatan 4469
Layanan Pembiayaan 

Pendidikan Tinggi
12.105.196.023.000

1-KRO 4469.BEJ
Bantuan Pendidikan 

Tinggi[Base Line]
4.464 Orang 184.540.000.000

2-RO 4469.BEJ.001 Beasiswa Unggulan 4.464 Orang 184.540.000.000
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A. Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 

(Puslapdik) memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang terbagi dalam 7 (tujuh) 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dalam laporan kinerja, terdapat juga analisis 

mengenai realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, 

serta perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, serta 

perbandingan lain yang dianggap relevan. Berikut informasi tingkat ketercapaian 

kinerja Puslapdik selama tahun 2024. 

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

1

[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang 
memperoleh PIP

Orang 10.360.614 10.360.614 100

[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang 

memperoleh  PIP
Orang 4.369.968 4.369.968 100

2
[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat menengah

[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang 

memperoleh PIP
Orang 3.255.248 4.168.975 128

3

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan profesional

[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang 

memperoleh tunjangan/bantuan
Orang 341.599 338.284 99

4
[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa 

KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi
Orang 929.951 1.035.837 111

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan  

Pendidikan minimal BB
Orang A A 100

[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85
Orang 90 97,08 108

[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat dasar

5
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat 

Layanan Pembiayaan Pendidikan

Tabel Pengukuran kinerja tahun 2024
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Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Revisi 2022, Puslapdik 

memiliki 5 (lima) SK dengan total 7 (tujuh) IKK. Berikut tingkat ketercapaian SK dan IKK 

Puslapdik sebagaimana yang ditetapkan dalam PK, pencapaian sasaran selama tahun 

2020-2024:

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan

Pendidikan minimal BB

Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa

KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS

yang memperoleh tunjangan/bantuan

Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang

memperoleh PIP

Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang

memperoleh PIP

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang

memperoleh PIP

Capaian

Target
[IKK 1.1]   

10.360.614 

10.360.614 

Capaian

Target
[IKK 1.2]   

4.369.968 

4.369.968 

Capaian

Target
[IKK 2.1]   

3.255.248 

4.168.975 

Capaian

Target
[IKK 3.1]   

341.599 

338.284 

Capaian

Target
[IKK 4.1]   

929.951 

1.035.837 

Capaian

Target
[IKK 5.1]   

A

A

Capaian

Target
[IKK 5.2]   

90

97,78

100%

100%

100%

128.07%

99.03%

111.39%

108.64%

Capaian SK Berdasarkan Capaian IKK
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Matrik Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020-2024

Tahun
Target / Realisasi 

/ Persentase (%)
Capaian

Target 17.927.992

Realisasi 18.092.876

% 100.92

Target 17.927.992

Realisasi 18.084.978

% 100.88

Target 773.064

Realisasi 917.161

% 118.64

Target 1.102.587

Realisasi 1.488.881

% 135.04.00

Target 311.577

Realisasi 2.344.531

% 752,47

Target 321.024

Realisasi 346.622

% 107.97

Target BB

Realisasi A

Target BB

Realisasi A

Target 85

Realisasi 88,15

% 103.71

Target 86

Realisasi 86,16

% 100.02.00

Jumlah guru dan tenaga 

kependidikan Non-PNS yang 

memperoleh 

tunjangan/insentif

2020

2020

SK 2. Meningkatnya tata 

kelola Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan

Predikat SAKIP Pusat 

Layanan Pembiayaan 

Pendidikan minimal BB 

2020

2021

Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L 

Pusat Layanan Pembiayaan 

Pendidikan minimal 85

2020

2021

Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja 

Kegiatan

Perbandingan

SK 1. Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan  

Jumlah siswa yang 

memperoleh KIP-Dikdasmen

2020

2021

Jumlah mahasiswa yang 

memperoleh KIP-Kuliah

2020

2021
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Matrik Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020-2024

Tahun

Target / 

Realisasi / 

Persentase (%)

Capaian

Target 10.360.614

Realisasi 10.360.614

% 100

Target 10.360.614

Realisasi 10.386.997

% 100,25

Target 10.360.614

Realisasi 10.360.614

% 100

Target 4.369.968

Realisasi 4.369.968

% 100

Target 4.369.968

Realisasi 4.471.118

% 100

Target 4.369.968

Realisasi 4.369.968

% 100

Target 3.197.410

Realisasi 3.222.686

% 100,79

Target 3.197.410

Realisasi 3.255.247

% 101,81

Target 3.255.248

Realisasi 4.168.975

% 128,07

Target 355.500

Realisasi 371.007

% 104,36

Target 343.118

Realisasi 348.873

% 101.68

Target 341.599

Realisasi 338.284

% 99.03.00

SK.3 Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan 

bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan profesional

3.1 Jumlah guru dan tenaga 

kependidikan Non PNS yang 

memperoleh tunjangan/ bantuan

2022

2023

2024

2023

2024

SK.2 Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di 

tingkat menengah

2.1 Jumlah siswa SMA/ SMK/ 

SMLB/ Sederajat yang memperoleh 

PIP

2022

2023

2024

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Perbandingan

SK 1. Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di 

tingkat dasar

1.1 Jumlah siswa SD/ SDLB/ 

Sederajat yang memperoleh PIP

2022

2023

2024

1.2 Jumlah siswa SMP/ SMPLB/ 

Sederajat yang memperoleh PIP

Sasaran 2022
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Target 775.620

Realisasi 792.913

% 102,23

Target 816271

Realisasi 929950

% 113,93

Target 929951

Realisasi 1035837

% 111.39.00

Target A

Realisasi A

% 100

Target A

Realisasi A

% 100

Target A

Realisasi A

% 100

Target 86

Realisasi 87,24

% 101,44

Target 86

Realisasi 87,24

% 101,44

Target 90

Realisasi 90

% 108

SK.5 Meningkatnya tata 

kelola Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan

5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal 

BB

2022

2024

5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA - K/L Pusat 

Layanan Pembiayaan Pendidikan 

minimal 85

2022

2024

2023

2023

SK.4 Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di 

tingkat pendidikan tinggi

4.1 Jumlah mahasiswa yang 

memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/ 

Afirmasi/ Prestasi

2022

2023

2024
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Pencapaian Sasaran Kegiatan 1, tersedianya layanan pembiayaan pendidikan tingkat 

dasar telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100%. Capaian SK 1 dapat dilihat 

pada gambar berikut.

Sasaran Kegiatan 1 
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat sebagai 

penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga 

miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau 

diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk 

membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak 

usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan 

layanan pendidikan sekolah dasar sampai tamat satuan pendidikan sekolah dasar 

untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 

12 (dua belas) tahun. Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SD/Paket 

A/SDLB/sederajat sudah mencapai target 100%. 

IKK 1.1 
Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Target Capaian

[IKK 1.1] 

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat 
yang memperoleh PIP

10.360.614 10.360.614100%
Target Capaian

[IKK 1.2] 

Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat 
yang memperoleh PIP

4.369.968 4.369.968100%

[sk 1] Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan Di Tingkat Dasar

10.434.330

10.411.608

10.360.614

10.386.997

10360614

2020 2021 2022 2023 2024

Perbandingan Capaian Kinerja
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Tahun 2020 dan 2021 adalah periode capaian realisasi penyaluran PIP kepada peserta 

didik SD/Paket A/SDLB/Sederajat melampaui target yang telah ditetapkan. Penyaluran 

yang melebihi target disebabkan oleh jumlah siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat pada 

kelas awal dan kelas akhir yang melampaui angka yang direncanakan. Untuk siswa 

penerima PIP di kelas awal dan kelas akhir, dana bantuan sosial diberikan untuk satu 

semester atau setengah dari biaya bansos yang ditetapkan. Akibatnya, jumlah 

penerima melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 50.994 siswa atau 

0,5% lebih banyak dari target pada tahun 2021, serta 73.716 siswa atau 0,7% lebih 

banyak dari target pada tahun 2020. Di tahun 2023, capaian melebihi target yang telah 

ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, maka capaiannya 

lebih rendah. 
Pada tahun 2024, target dalam PK sebanyak 10.360.614, dan pada saat pelaksanaan 

penyaluran realisasi penyaluran dana PIP atau sesuai dengan target yang 

direncanakan sebanyak 10.360.614. Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian ini 

lebih rendah, namun telah sesuai target yang ditetapkan pada renstra tahun 2024. 

Kegiatan dan program, yang mendukung realisasi sasaran kinerja Indikator Kinerja, 

meliputi: 

Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS dan 

P3KE
Proses pengolahan data usulan peserta didik yang berasal dari dinas 

pendidikan dan pemangku kepentingan
Penetapan SK Nominasi PIP yang diikuti dengan pengaktifan rekening secara 

optimal.
Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening 

aktif.
Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan tingkat provinsi/kabupaten/ 

kota serta pemangku kepentingan.
Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan 

program PIP

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

A. Program dan Kegiatan
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Faktor penyebab keberhasilan:

Satuan pendidikan belum melakukan pembaruan data NIK, NISN, nama ibu, dan 

tanggal lahir siswa dengan baik, sehingga hal ini berdampak pada penentuan 

calon siswa yang akan menerima PIP.
Dinas pendidikan belum bekerja secara maksimal dalam mendorong satuan 

pendidikan untuk memperbarui informasi NIK, NISN, dan tanggal lahir siswa.
Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah-ubah.
Keterlambatan satuan pendidikan dalam memperbaharui data peserta didik dan 

sinkronisasi Dapodik.
Masih ditemukannya data NISN dan NIK siswa yang tidak valid dari dukcapil yang 

terdapat di Dapodik.
Tantangan geografis terkait jarak yang jauh dalam mengakses layanan 

perbankan.
Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya diberikan kepada peserta 

didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Persesjen, yang 

mengakibatkan antrian panjang di bank penyalur.
Beberapa sekolah kurang aktif dalam mengakses aplikasi SiPintar, yang 

mengakibatkan mereka melewatkan informasi tentang SK PIP atau terlambat 

mendapatkannya.

Faktor penyebab kegagalan:

Keadaan data siswa hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS semakin 

akurat dan valid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Keadaan data yang diusulkan oleh instansi pendidikan provinsi/ 

kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran 

yang ditetapkan.
Keadaan data siswa dalam Dapodik yang dianggap memenuhi syarat PIP oleh 

sekolah menjadi semakin akurat.

Masih terdapat informasi data peserta didik hasil pemadanan antara data di 

Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir 

belum valid, dan NISN belum valid
Masih terdapat informasi data peserta didik usulan dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum 

valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid.
Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP yang terlambat melakukan 

aktivasi rekening di bank penyalur.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

1)

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

2)

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan 

C. Hambatan atau permasalahan
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Beberapa sekolah kurang aktif dalam menyampaikan informasi SK kepada 

peserta didik penerima, sehingga peserta didik terlambat mengetahui informasi 

terkait SK tersebut.

9)

Secara aktif melakukan penyuluhan mengenai kewajiban penggunaan NIK 

kepada institusi pendidikan dan dinas terkait. 
Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian 

Dalam Negeri mengenai cara untuk membuat atau memperbarui NIK.
Menyelenggarakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai 

mekanisme pembuatan atau pembaruan NIK.
Secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah 

mengenai kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN, 

NIK Dukcapil, tanggal lahir, dan nama ibu kandung yang valid.
Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai 

mekanisme pembaruan data NISN dan NIK melalui laman verval pd.
Berkolaborasi dengan Pusdatin untuk memperoleh data hasil pemadanan 

Dapodik dengan DTKS yang valid dan terbaru.
Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk 

mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku 

kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
Menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan untuk mendorong sekolah-

sekolah melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum batas akhir 

pemutakhiran data, sebagai persiapan untuk usulan dari dinas pendidikan dan 

pemangku kepentingan
Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status 

kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data 

siswa di Dapodik.
Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah 

percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai 

ketentuan.
Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses 

SiPintar secara berkala.
Menjadikan penggunaan SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator 

penilaian dalam pemberian penghargaan dari dinas pendidikan, untuk 

mendorong sekolah agar lebih aktif mengakses SiPintar.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

D. Strategi Tindak Lanjut



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

35

Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah 

melalui SMS Blast.
Melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai fitur pencarian penerima PIP di 

beranda SiPintar, sehingga siswa dapat mengakses informasi SK tanpa perlu 

login ke SiPintar.

14)

15)

Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan PIP 

yang sesuai dengan kondisi di lapangan
Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data 

calon penerima bantuan PIP Dikdasmen
Melakukan koordinasi secara rutin dan intensif dengan dinas pendidikan serta 

pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk 

memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dan pemanfaatan dana yang 

akan disalurkan
Menyusun kebijakan tambahan dan/atau memberikan penjelasan teknis yang 

diperlukan untuk mempermudah proses verifikasi, validasi, pemrosesan, 

penetapan, dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
Menerbitkan SK yang memberikan relaksasi bagi siswa calon penerima yang 

belum melakukan aktivasi, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan bersamaan 

dengan aktivasi rekening.

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat sebagai 

penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan 

miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya 

personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun 

sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah 

menengah pertama sampai tamat satuan pendidikan sekolah  menengah pertama untuk 

mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua 

belas) tahun. 
Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja:

1)

2)

3)

4)

5)

E. Strategi 

IKK 1.2
Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP
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Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SMP/Paket B/SMPLB/sederajat 

sudah mencapai target 100%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun 

sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Pada tahun 2022, realisasi penyaluran dana PIP dapat sesuai target yang direncanakan, 

sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMP/Paket 

B/SMPLB/Sederajat melebihi target yang direncanakan.
Penyaluran yang melebihi target tersebut disebabkan realisasi siswa SMP/Paket 

B/SMPLB/Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana 

untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 

semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah 

penerima bisa melebihi target yang direncanakan sebanyak 31.685 siswa atau 0,7% dari 

IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Tahun 2024

4.369.968

4.369.968Target

Capaian

Perbandingan Capaian Kinerja

4.411.680
4.401.653

4.369.968

4.471.118

4.369.968

2020 2021 2022 2023 2024
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target yang direncanakan pada tahun 2021 dan sebanyak 41.712 siswa atau 0,9% dari 

target yang direncanakan pada tahun 2020. Target penyaluran bansos PIP kepada siswa 

SMP/ Paket B/ SMPLB/ Sederajat pada tahun 2024 adalah sebanyak 4.369.968 orang, 

target ini sama dengan realisasi penyaluran pada tahun 2022.

Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS dan 

P3KE
Proses pengolahan data usulan peserta didik yang berasal dari dinas pendidikan 

dan pemangku kepentingan
Penetapan SK Nominasi PIP yang diikuti dengan pengaktifan rekening secara 

optimal.
Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan tingkat provinsi/kabupaten/ 

kota serta pemangku kepentingan.
Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan 

program PIP.

Faktor penyebab keberhasilan:

Faktor penyebab kegagalan:

Keadaan data siswa hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS semakin 

akurat dan valid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
Keadaan data yang diusulkan oleh instansi pendidikan provinsi/kabupaten/ 

kota serta pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran yang 

ditetapkan
Keadaan data siswa dalam Dapodik yang dianggap memenuhi syarat PIP 

oleh sekolah menjadi semakin akurat.

Masih terdapat informasi data peserta didik hasil pemadanan antara data di 

Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir 

belum valid, dan NISN belum valid
Masih terdapat informasi data peserta didik usulan dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK 

belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid.
Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP yang terlambat melakukan 

aktivasi rekening di bank penyalur.

a.

b.

c.

a.

b.

c.
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6)
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A. Program dan Kegiatan

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan
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Satuan pendidikan belum melakukan pembaruan data NIK, NISN, nama ibu, dan 

tanggal lahir siswa dengan baik, sehingga hal ini berdampak pada penentuan 

calon siswa yang akan menerima PIP.
Dinas pendidikan belum bekerja secara maksimal dalam mendorong satuan 

pendidikan untuk memperbarui informasi NIK, NISN, dan tanggal lahir siswa.
Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah-ubah.
Keterlambatan satuan pendidikan dalam memperbaharui data peserta didik dan 

sinkronisasi Dapodik.
Masih ditemukannya data NISN dan NIK siswa yang tidak valid dari dukcapil 

yang terdapat di Dapodik.
Tantangan geografis terkait jarak yang jauh dalam mengakses layanan 

perbankan.
Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya diberikan kepada peserta 

didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Persesjen, yang 

mengakibatkan antrian panjang di bank penyalur.
Beberapa sekolah kurang aktif dalam mengakses aplikasi SiPintar, yang 

mengakibatkan mereka melewatkan informasi tentang SK PIP atau terlambat 

mendapatkannya.
Beberapa sekolah kurang aktif dalam menyampaikan informasi SK kepada 

peserta didik penerima, sehingga peserta didik terlambat mengetahui informasi 

terkait SK tersebut.

Secara aktif melakukan penyuluhan mengenai kewajiban penggunaan NIK 

kepada institusi pendidikan dan dinas terkait. 
Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian 

Dalam Negeri mengenai cara untuk membuat atau memperbarui NIK.
Menyelenggarakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai 

mekanisme pembuatan atau pembaruan NIK.
Secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah 

mengenai kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN, 

NIK Dukcapil, tanggal lahir, dan nama ibu kandung yang valid.
Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai 

mekanisme pembaruan data NISN dan NIK melalui laman verval pd.
Berkolaborasi dengan Pusdatin untuk memperoleh data hasil pemadanan 

Dapodik dengan DTKS yang valid dan terbaru.
Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk 

mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
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Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan PIP 

yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data 

calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
Melakukan koordinasi secara rutin dan intensif dengan dinas pendidikan serta 

pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk 

memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dan pemanfaatan dana yang 

akan disalurkan.
Menyusun kebijakan tambahan dan/atau memberikan penjelasan teknis yang 

diperlukan untuk mempermudah proses verifikasi, validasi, pemrosesan, 

penetapan, dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
Menerbitkan SK yang memberikan relaksasi bagi siswa calon penerima yang 

belum melakukan aktivasi, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan bersamaan 

dengan aktivasi rekening.

Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku 

kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
Menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan untuk mendorong sekolah-

sekolah melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum batas akhir 

pemutakhiran data, sebagai persiapan untuk usulan dari dinas pendidikan dan 

pemangku kepentingan. 
Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, 

status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian 

data siswa di Dapodik.
Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah 

percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai 

ketentuan
Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses 

SiPintar secara berkala
Menjadikan penggunaan SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator 

penilaian dalam pemberian penghargaan dari dinas pendidikan, untuk 

mendorong sekolah agar lebih aktif mengakses SiPintar
Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah 

melalui SMS Blast
Melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai fitur pencarian penerima PIP di 

beranda SiPintar, sehingga siswa dapat mengakses informasi SK tanpa perlu 

login ke SiPintar.
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Capaian SK terkait tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah 

dapat dianggap berhasil, sebagaimana terlihat dari realisasi IKK yang mencapai 128%.

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat sebagai 

penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan 

miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya 

personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun 

sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah 

menengah atas/kejuruan sampai tamat satuan pendidikan sekolah  menengah 

atas/kejuruan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan 

wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Sasaran Kegiatan 2 
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

IKK 2.1 
Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

[IKK 2.1 ] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Target Capaian

4.168.975

3.255.248

128%

Target Capaian

4.168.975

3.255.248

128%
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Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SMA/ SMK/Paket C/ SMALB/ 

sederajat sudah mencapai target.Realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMA/ SMK/ 

Paket C/ SMALB/ Sederajat melebihi dari target, karena realisasi siswa SMA/ SMK/ Paket 

C/ SMALB/ Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk 

siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester 

atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa 

melebihi target sebanyak 913.727 siswa atau 28%. Capaian ini bisa tercapai karena 

adanya tambahan sasaran dan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2023. 

Penambahan sasaran diberikan dalam rangka  percepatan peningkatan APK di jenjang 

Dikmen, adapun penambahan sasarannya sebanyak 666.636 siswa. Selain itu, dari sisi 

anggaran juga mendapatkan penambahan. Anggaran pada tahun 2023 sebesar 

Rp.2.829.670.367.000,- sedangkan pada tahun 2024 terjadi kenaikan untuk anggaran PIP 

jenjang SMA/ SMK/Paket C/ SMALB/ sederajat menjadi Rp.6.649.157.667.000,-. 

Penambahan anggaran ini karena adanya penambahan unit cost menjadi Rp.1.800.000,- 

untuk biaya 1 tahun, dan Rp.900.000,- untuk biaya 1 semester. 
Perbandingan capaian IKK 2.1 dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada 

bagan dibawah ini,

untuk capaian IKK 2.1 Realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMA/SMK/Paket 

C/SMLB/Sederajat melebihi dari target, karena realisasi siswa SMA/SMK/Paket 

C/SMALB/Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk 

siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester 

atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa 

melebihi target sebanyak 25.276 siswa atau 0,8% pada tahun 2022, sebanyak 74.307 

siswa atau 2,0% pada tahun 2021 dan sebanyak 49.471 siswa atau 1,5% pada tahun 2020. 

Target penyaluran bansos PIP kepada siswa SMA/ SMK/ Paket C/ SMALB/ Sederajat pada 

tahun 2024 adalah sebanyak 3.197.410 Orang. 

Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2024

2.720.381

3.271.717

3.222.686
3.255.247

4.168.975

2020 2021 2022 2023 2024
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Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS dan 

P3KE
Proses pengolahan data usulan peserta didik yang berasal dari dinas 

pendidikan dan pemangku kepentingan
Penetapan SK Nominasi PIP yang diikuti dengan pengaktifan rekening secara 

optimal.
Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan tingkat provinsi/kabupaten/ 

kota serta pemangku kepentingan.
Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan 

program PIP.

Faktor penyebab keberhasilan:

Faktor penyebab kegagalan:

Keadaan data siswa hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS semakin 

akurat dan valid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
Keadaan data yang diusulkan oleh instansi pendidikan provinsi/kabupaten/ 

kota serta pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran yang 

ditetapkan
Keadaan data siswa dalam Dapodik yang dianggap memenuhi syarat PIP 

oleh sekolah menjadi semakin akurat.

Masih terdapat informasi data peserta didik hasil pemadanan antara data di 

Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir 

belum valid, dan NISN belum valid
Masih terdapat informasi data peserta didik usulan dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK 

belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid.
Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP yang terlambat melakukan 

aktivasi rekening di bank penyalur.

a.

b.

c.
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Satuan pendidikan belum melakukan pembaruan data NIK, NISN, nama ibu, 

dan tanggal lahir siswa dengan baik, sehingga hal ini berdampak pada 

penentuan calon siswa yang akan menerima PIP.
Dinas pendidikan belum bekerja secara maksimal dalam mendorong satuan 

pendidikan untuk memperbarui informasi NIK, NISN, dan tanggal lahir siswa.
Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah-ubah.
Keterlambatan satuan pendidikan dalam memperbaharui data peserta didik dan 

sinkronisasi Dapodik.
Masih ditemukannya data NISN dan NIK siswa yang tidak valid dari dukcapil 

yang terdapat di Dapodik.
Tantangan geografis terkait jarak yang jauh dalam mengakses layanan 

perbankan.
Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya diberikan kepada peserta 

didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Persesjen, yang 

mengakibatkan antrian panjang di bank penyalur.
Beberapa sekolah kurang aktif dalam mengakses aplikasi SiPintar, yang 

mengakibatkan mereka melewatkan informasi tentang SK PIP atau terlambat 

mendapatkannya.
Beberapa sekolah kurang aktif dalam menyampaikan informasi SK kepada 

peserta didik penerima, sehingga peserta didik terlambat mengetahui informasi 

terkait SK tersebut.

Secara aktif melakukan penyuluhan mengenai kewajiban penggunaan NIK 

kepada institusi pendidikan dan dinas terkait. 
Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian 

Dalam Negeri mengenai cara untuk membuat atau memperbarui NIK.
Menyelenggarakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai 

mekanisme pembuatan atau pembaruan NIK.
Secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah 

mengenai kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN, 

NIK Dukcapil, tanggal lahir, dan nama ibu kandung yang valid.
Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai 

mekanisme pembaruan data NISN dan NIK melalui laman verval pd.
Berkolaborasi dengan Pusdatin untuk memperoleh data hasil pemadanan 

Dapodik dengan DTKS yang valid dan terbaru.
Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk 

mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
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Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku 

kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
Menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan untuk mendorong sekolah-

sekolah melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum batas akhir 

pemutakhiran data, sebagai persiapan untuk usulan dari dinas pendidikan dan 

pemangku kepentingan. 
Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, 

status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian 

data siswa di Dapodik.
Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah 

percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai 

ketentuan.
Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses 

SiPintar secara berkala.
Menjadikan penggunaan SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator 

penilaian dalam pemberian penghargaan dari dinas pendidikan, untuk 

mendorong sekolah agar lebih aktif mengakses SiPintar.
Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah 

melalui SMS Blast.
Melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai fitur pencarian penerima PIP di 

beranda SiPintar, sehingga siswa dapat mengakses informasi SK tanpa perlu 

login ke SiPintar

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan PIP 

yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data 

calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
Melakukan koordinasi secara rutin dan intensif dengan dinas pendidikan serta 

pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk 

memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dan pemanfaatan dana yang 

akan disalurkan.
Menyusun kebijakan tambahan dan/atau memberikan penjelasan teknis yang 

diperlukan untuk mempermudah proses verifikasi, validasi, pemrosesan, 

penetapan, dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
Menerbitkan SK yang memberikan relaksasi bagi siswa calon penerima yang 

belum melakukan aktivasi, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan bersamaan 

dengan aktivasi rekening.
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Sasaran Kegiatan 3
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga 
kependidikan profesional

Indikator Kegiatan 3.1
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang 
memperoleh tunjangan/bantuan 

338.284

341.599

Target Capaian

99,03% 

Sasaran Kegiatan (SK) 3 dapat 

tercapai dengan baik, target pada 

tahun 2024 adalah sebanyak 

341599 orang, namun capaian 

adalah 338284 atau sebanyak 

99,03%. 
dilihat dari capaian IKK yang 

mencapai 104,36%. Grafik capain 

SK yang dilihat dari capaian IKK 

bisa di lihat pada gambar di 

samping ini.

Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan 

adalah Guru dan Kepala Sekolah yang mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG), 

Tunjangan Khusus Guru (TKG), atau bantuan/insentif. Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan profesi adalah guru dan kepala 

sekolah Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik persyaratan lainnya dan 

memenuhi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. 
Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan khusus adalah guru dan kepala 

sekolah Non PNS yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi persyaratan 

lainnya sebagai penerima tunjangan khusus. 
Guru penerima tunjangan lainnya (bantuan Insentif) adalah guru Non PNS yang 

belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima 

insentif. Pendidik lainnya penerima insentif adalah pendidik Non PNS pada 

pendidikan PAUD nonformal yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara 

pendidikan memenuhi persyaratan bantuan insentif.

a.

b.

c.

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan
bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional
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Pada tahun 2024, untuk program Aneka Tunjangan terjadi perbedaan antara target yang 

ada di PK, Renstra dan SAKTI seperti pada gambar dibawah:

Pada DIPA awal tahun 2024, proyeksi penyaluran aneka tunjangan (TPG, TKG, dan 

Insentif) ditetapkan sebanyak 343.118. Dalam perjalanannya, terjadi penyesuaian 

anggaran dan sasaran disebabkan oleh beberapa faktor, terutama penurunan jumlah guru 

Non ASN yang berhak menerima berbagai tunjangan dari pemerintah pusat akibat 

perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan 

perubahan status tersebut, tanggung jawab untuk membayar tunjangan beralih dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pusat tidak lagi bertanggung 

jawab untuk membiayai anggaran tunjangan. Akibatnya, jumlah sasaran yang ditetapkan 

berkurang dari target yang telah ditentukan. 
Anggaran yang tidak jadi dibayarkan kemudian dialihkan ke Satuan Kerja (Satker) lain 

untuk memenuhi kebutuhan prioritas lainnya, seperti menutupi kekurangan gaji di 

Direktorat Jenderal Vokasi dan Direktorat Jenderal Diktiristek. Saat dilakukan penyesuaian 

atas pengalihan anggaran tersebut, penyesuaian target pun dilakukan pada seluruh 

Rincian Output (RO) aneka tunjangan. Sehingga, pada DIPA Revisi terbaru, target 

berbagai tunjangan berubah menjadi 328.532 orang dengan anggaran yang dialokasikan 

sebesar Rp7.744.570.633.000,-.
Sehubungan dengan perubahan anggaran dan target DIPA tahun 2024, Puslapdik 

melakukan revisi terhadap PK 2024 untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. 

Target PK 2024 yang semula sebanyak 341.559 orang, kini disesuaikan menjadi 328.532 

orang berdasarkan target terbaru pada aplikasi SAKTI. 

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik 
dan tenaga kependidikan profesional

Perbandingan Target dan Realisasi

341.599 341.599

338.284

328.532

Target PK
2024

Target 
Renstra 2024

Realisasi
 2024

Target Sakti
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328.532

338.284

Realisasi
2024

Target 
Sakti

102,97%

Berdasarkan gambar ini dapat kita lihat bahwa capaian SK 3. Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional, jika 

dibandingkan dengan target SAKTI maka capaian telah melebihi target dengan capaian 

sebesar 102,97%.

Namun, karena target yang akan disesuaikan lebih rendah dibandingkan dengan target 

yang harus tercapai pada tahun 2024 sesuai renstra Kemendikbudristek, maka revisi PK 

tidak dapat dilaksanakan.

Calon penerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan bantuan insentif yang telah 

memenuhi persyaratan dan kriteria akan diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan diverifikasi 

oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Setelah itu, Puslapdik akan 

mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penerima tunjangan dan bantuan tersebut 

berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang diterima dari Ditjen Guru dan Tenaga 

Kependidikan, serta melakukan penyaluran langsung ke rekening penerima. 

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan
bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

Perbandingan capaian realisasi dan 
target SAKTI tahun 2024
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Adapun rincian capaian dari masing-masing RO dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Sasaran penyaluran Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh 

tunjangan/bantuan tahun 2024 lebih dari target sasaran yang telah ditentukan. Target 

sasaran yang ditentukan pada aplikasi SAKTI sebesar 328.532 orang dengan realisasi 

sebanyak 338.284 orang (102,97%). 
Realisasi penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru Non PNS pada tahun 2024 melampaui 

target yang telah ditentukan. Target awal untuk distribusi adalah 242.640 orang, yang 

berhasil dicapai dengan jumlah nyata mencapai 252.536 orang atau setara dengan 

104,08%. 
Realisasi penyaluran Tunjangan Khusus Guru Non PNS tahun 2024 terealisasi sebanyak 

28,912 orang telah melebihi target yang ditentukan yaitu 28.892 orang (100,07%), 

Keberhasilan ini dapat dijelaskan oleh dampak positif dari sosialisasi Kepmendikbudristek 

Nomor 160 Tahun 2021 yang dilakukan sepanjang tahun 2024, sehingga Dinas Pendidikan 

Capaian Rincian Output Aneka Tunjangan/ Insentif

2.705

23.344

30.951

391

4.269

23.341

891

47.765

68.427

75.020

Guru Dikmen Non-PNS yang menerima Insentif

Guru Dikdas Non-PNS yang menerima Insentif

Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang menerima Insentif

Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus

Guru Dikmen yang menerima Tunjangan Khusus

Guru Dikdas yang menerima Tunjangan Khusus

Guru TK/TKLB yang menerima Tunjangan Khusus

Kepala Sekolah Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi

Guru Dikmen Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi

Guru Dikdas Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi

Guru TK/TKLB Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi 51.428
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dapat mengusulkan nominasi penerima tunjangan khusus di wilayahnya dengan lebih 

efisien. 
Penyaluran Bantuan Insentif bagi guru Non PNS dan pendidik lainnya tidak sepenuhnya 

terealisas, karena hanya tercapai sebanyak 56.836 orang dari yang ditargetkan sebanyak 

57.000 orang (99,71%). Salah satu penyebab tidak tercapainya target sasaran disebabkan 

banyak guru Non PNS yang statusnya beralih menjadi PPPK, maka tunjangan atau insentif 

mereka kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau dialokasikan dalam APBD.

Pada tahun 2020, Puslapdik mendapat tugas tambahan dalam program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN), yang mencakup pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-PNS, sehingga pencapaiannya mengalami 

lonjakan hingga mencapai 752,47%. Tahun 2021, capaian mencapai 107,97 % dari target 

yang telah ditentukan, pada tahun 2022 capaian lebih rendah dari tahun sebelumnya 

namun masih melebih dari target yang ditetapkan, begitu juga dengan tahun 2023. Tahun 

2024, jika dibandingkan dengan yang tercantum pada SAKTI maka capaian telah optimal, 

karena melebihi dari target yang ditetapkan.

Adapun perbandingan realisasi capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini,

Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2024

2.44.531

346.622

371.007

348.873

338.284

Realisasi 2020

Realisasi 2021

Realisasi 2022

Realisasi 2023

Realisasi 2024
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Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target 

Indikator Kinerja:

Masih terdapat data yang tidak valid pada Dapodik diantaranya :
- Nomor NUPTK double Pemilik
- NIK Tidak Valid dengan Dukcapil

Terdapat beberapa rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif namun 

masih tercantum dalam SK penerima tunjangan sehingga membuat proses 

penyaluran terlambat akibat retur.
Perpindahan status guru Non ASN ke guru PPPK menyebabkan berkurangnya 

sasaran dan selisih perhitungan kebutuhan anggaran pusat serta terjadinya 

keterlambatan pencairan tunjangan di tahun 2024.

Faktor keberhasilan pengelolaan penyaluran Aneka tunjanga Guru Non 

PNS antara lain koordinasi internal antar unit kerja di lingkungan 

Kemendikbudristek dan koordinasi ekternal antar unit kerja di luar 

Kemendikbudristek. Sosialisasi terhadap pengelolaan Aneka tunjangan 

juga dilakukan lebih maksimal. Layanan dalam penyaluran aneka 

tunjangan dilakukan secara maksimal, dan permasalahan yang terjadi 

dapat diselesaikan dengan cepat
Bantuan Insentif yang tidak terealisasi sesuai target faktor penyebab 

utamanya karena pendidik Paud Non formal (pendidik KB/TK) banyak yang 

sudah tidak aktif lagi setelah pandemi, dan kuota ini tidak bisa dialihkan ke 

pendidik lain karena terikat dengan persyaratan yang menyatakan bahwa 

penerima Bantuan Insentif pendidik Paud Non-Formal harus mempunyai 

masa kerja minimal 11 tahun.

a.

b.

1)

a.

b.

c.

Penyaluran tunjangan Aneka Tunjangan guru Non PNS secara keseluruhan dapat 

terealisasi sebanyak 371.007 orang dari target sasaran 355.500 orang (104,36%). 

Faktor pendukung perealisasian kinerja penyaluran Aneka Tunjangan adalah 

kompetensi SDM Pokja Aneka Tunjangan yang sangat memadai, kedisiplinan, 

kecermatan, ketelitian, ketaatan Tim Pengelola Aneka Tunjangan terhadap aturan 

yang berlaku, serta koordinasi Tim dengan unit kerja terkait yang menangani aneka 

tunjangan baik internal maupun eksternal Kemendikbudristek.

A.  Program dan kegiatan 

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan 

C. Hambatan atau permasalahan
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Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut, Tim pengelola Aneka 

Tunjangan melakukan: 

Dalam rangka pencapaian target kinerja Pokja Aneka Tunjangan melakukan 

strategi,antara lain; melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja internal 

Kemendikbudristek dan eksternal Kemendikbudristek,  

Koordinasi dengan Ditjen GTK, Pusdatin Kemdikbud, Biro SDM Kemdikbud dan 

Dinas Pendidikan di daerah untuk penyelesaian data yang tidak valid 
Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah untuk Peralihan pembayaran 

Guru PPPK
Supervisi dan evaluasi penyaluran Aneka Tunjangan secara berkala,
Koordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang 

tercantum dalam SK, dan penyelesaian permasalahan penyaluran tunjangan/ 

bantuan insentif secara cepat dan tuntas. 

Sasaran Kegiatan (SK) 4 pada tahun 

2024 mencapai 1.035.837 orang atau 

111,93%, hal ini berarti target yang 

ditetapkan telah tercapai dengan optimal. 

Perbandingan target dan capaian 2024, 

serta perbandingan dengan capaian 

tahun 2023 dan target 2024 bisa di lihat 

pada tabel di bawah ini:

1)

2)

3)
4)

memberikan pelayanan maksimal terhadap stakeholder Aneka Tunjangan, 

menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi secara cepat dengan 

membuka layanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) baik daring maupun luring 

serta penyelesaikan masalah secara online pada pengaduan lapor.go.id, dan
merancang pengembangan  aplikasi yang mampu memonitoring pergerakan 

penyaluran secara aneka tunjangan secara real time.

1)

2)

D. Strategi Tindak Lanjut

E. Langkah antisipasi

[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di

Sasaran Kegiatan 4
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

tingkat pendidikan tinggi

338.284

Target Capaian

929.951

1.035.837
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Dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ditargetkan sebanyak 929.951 orang. Pada tahun 2024, 

jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi mencapai 1.035.837 

mahasiswa, atau setara dengan 113,93% dari target. Capaian ini diperoleh dari 3 (tiga) 

Rincian Output (RO) yang mendukung IKK 4.1, berikut adalah 3 RO yang mendukung IKK 

tersebut serta data capaiannya pada tahun 2024:

IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah/Afirmasi/Prestasi adalah 

program bantuan pendidikan tinggi berupa KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan (BU) dan 

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). 
Jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari 

keluarga miskin/rentan miskin. 
Jumlah mahasiswa penerima BU adalah mahasiswa yang diberikan biaya pendidikan 

oleh pemerintah Indonesia yaitu putra putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan 

tinggi pada program Beasiswa Unggulan.
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa ADik adalah mahasiswa yang mengalami 

kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

1)

2)
3)

4)

5)

Indikator Kegiatan 4.1
Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP- Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi

Realisasi %

929.951

Orang

Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan 

di tingkat pendidikan 

tinggi

4.1 Jumlah mahasiswa yang 

memperoleh beasiswa KIP-

Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi

1.035.837 

Orang
111,93

929.950 

(113,93%)
927.627

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Target 

Kinerja 2024

Capaian Tahun 2024 Capaian 

2023

Target 

2024

Nama Rincian Output (RO) Target Realisasi Capaian

Beasiswa Unggulan 4.716 6.077 6.077

Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah 985.577 1.022.084 1.022.084

Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa 
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)

9.276 7.676 7.676
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Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun 

sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:

Capaian tahun 2024 sebanyak 1.035.837 mahasiswa (111,93%) lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022, namun lebih rendah jika dibandingkan 

dengan pencapaian IKK tahun 2021 yakni sebesar 1.488.881 mahasiswa (135,04%). Hal 

ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

Pada tahun 2021, Puslapdik mendapatkan tugas tambahan untuk program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP 

dengan realisasi capaian sebanyak 347.113 mahasiswa,
Penurunan kuota penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2022, yang semula 

mendapatkan kuota sebanyak 200.000 mahasiswa di tahun 2021 turun menjadi 

185.475 mahasiswa di tahun 2022.
Pada tahun 2023, KIP Kuliah kembali mendapatkan kuota sebanyak 200.000 

mahasiswa yang terbagi menjadi 115.000 kuota KIP Kuliah yang mendapatkan biaya 

pendidikan dan biaya hidup serta 85.000 kuota KIP Kuliah yang hanya mendapatkan 

biaya pendidikan. Peningkatan capaian kinerja pada tahun ini juga disebabkan karena 

Puslapdik mendapatkan tambahan pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi sebesar Rp196.000.000.000 yang dikonversi menjadi kuota 

tambahan sebanyak 20.631 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang mendapatkan 

biaya pendidikan dan biaya hidup.

1)

2)

3)

Perbandingan capaian kinerja

917.161

1.488.881

792.913
929.950

1.035.837

2020 2021 2022 2023 2024
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Pada tahun 2023, Puslapdik mengajukan permohonan untuk menambah anggaran 

BA-BUN guna memperluas target penerimaan mahasiswa baru dalam program KIP 

Kuliah tahun 2023. Sementara itu, Pagu Alokasi Anggaran (PAA) untuk tahun 2024 

sedang dalam pembahasan. Pada momen itu, diusulkan tambahan untuk program KIP 

Kuliah sebagai langkah preventif untuk pembayaran mahasiswa yang sedang berjalan 

yang diajukan melalui BA BUN. Pada akhirnya, permohonan BA BUN untuk tahun 

2023 tidak diterima, sedangkan usulan tambahan untuk tahun 2024 disetujui. Hal ini 

menyebabkan kemungkinan terjadinya sisa anggaran dalam Program KIP Kuliah. 

Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang 

masih rendah, keputusan diambil untuk memperluas target penerimaan mahasiswa 

baru dalam program KIP Kuliah. Dengan demikian, target mahasiswa baru menjadi 

lebih banyak dari rencana semula, sehingga total mahasiswa yang menerima KIP 

Kuliah dapat melebihi sasaran yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2024. 

4)

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Puslapdik di Tahun 2024 

dalam mendukung perealisasian IKK ini di antaranya:

Rapat Koordinasi bersama pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan berbagai kebijakan baru KIP 

Kuliah dan Beasiswa Unggulan sekaligus mendapatkan masukan terkait 

kebijakan pengelolaan program KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan yang akan 

dilaksanakan di tahun berjalan.
Rapat koordinasi uji coba penyaluran Bantuan Sosial KIP Kuliah menggunakan 

mekanisme Rekening Penerima Terafiliasi (affiliated supplier)
Sosialisasi Program kepada operator/pengelola Perguruan Tinggi, Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Pemerintah Daerah, dan calon penerima 

baik secara luring maupun secara daring dan media sosial untuk memperluas 

jangkauan informasi.
Percepatan Pencairan dan Pemadanan Data PDDIKTI bagi Mahasiswa Baru 

Penerima KIP Kuliah Tahun 2024
Bimbingan Teknis Re-Claim Akun dengan PTN dan LLDIKTI untuk program KIP 

Kuliah
Bimbingan Teknis untuk Pengelola/Operator Perguruan Tinggi Program KIP 

Kuliah dan Beasiswa Unggulan bertujuan agar mereka dapat memahami 

kebijakan serta mekanisme KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan dalam 

pelaksanaan program, mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penetapan, 

pencairan, hingga evaluasi.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

A.  Program dan kegiatan 
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Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Puslapdik di Tahun 2024 

dalam mendukung perealisasian IKK ini di antaranya:

Pendampingan Percepatan Pencairan Bidikmisi, KIP Kuliah Merdeka, dan ADik 

di semester Genap 2023/2024 dan semester Gasal 2024/2025
Verifikasi dan Validasi Hasil Studi dan biaya pendidikan yang dibayarkan oleh 

mahasiswa untuk penyaluran BU bagi angkatan tahun 2024.

Pada pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2022, Puslapdik mendapat 

tambahan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara (BA BUN) dan ditujukan untuk pembiayaan Mahasiswa Baru KIP Kuliah 

sehingga dapat membantu capaian melebihi target Renstra 2022.
Pada pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2023, Puslapdik mendapat 

tambahan pergeseran anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi dan ditujukan untuk pembiayaan Mahasiswa Baru KIP Kuliah 

sehingga dapat membantu capaian melebihi target Renstra 2023.
Koordinasi dan pelibatan secara aktif berbagai satuan kerja internal 

Kemendikbudristek yang berperan penting dalam proses pengelolaan program 

terutama terkait sumber data seperti Pusdatin Kemendikbudristek yang 

mengelola Data Potensi Pendidikan (Dapodik) serta Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi (PDDikti).
Koordinasi dan pelibatan aktif berbagai stakeholder eksternal Perguruan Tinggi 

dan LLDIKTI yang menjadi ujung tombak pengelolaan program terutama dalam 

menjamin pelaksanaan pengelolaan sesuaai regulasi yang berlaku. 

Berbagai faktor eksternal yang dak dapat dikontrol seper masih banyaknya data 

siswa hasil pemadanan yang NIK dan NISN nya belum valid. Faktor ini 

diupayakan terus agar semakin berkurang melalui koordinasi dengan Pusdatin
Masih terdapat data mahasiswa yang belum sinkron dengan PDDik karena 

keterlambatan Perguruan Tinggi dalam melakukan pemutakhiran data ak f 

mahasiswa.

7)

8)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain: 

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan 
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KIP Kuliah 

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Perguruan Tinggi terlambat melakukan pelaporan di PDDikti
Data NIM, prodi dan jenjang di SIM KIP Kuliah berbeda dengan di PDDikti
Operator PT masih sering melakukan kesalahan dalam input data pencairan 

sehingga harus melakukan pengusulan pencairan baru.
Adanya Prodi upgrading dari D3 ke D4 untuk beberapa Perguruan Tinggi, 

sehingga perlu penyesuaian kembali data jenjang dan prodi di SIM KIP 

Kuliah
Usulan perguruan tinggi terkenda pada masalah data mahasiswa penerima 

KIP Kuliah yang belum sesuai pada PDDIKTI dan/atau belum dilaporkan 

pada PDDIKTI sehingga tidak dapat terajukan di sistem KIP Kuliah, 

mengingat sistem KIP Kuliah telah sinkronisasi dengan PDDIKTI untuk 

ajuan mahasiswa on going penerima KIP Kuliah.Banyaknya pengembalian 

dana biaya hidup maupun biaya pendidikan dikarenakan: mahasiswa tidak 

aktif, mengundurkan diri, dan pindah ke PT lain.
Adanya serangan terhadap server PDNS yang berdampak pada:
• Tidak dapat diaksesnya SIM KIP Kuliah untuk pencairan Mahasiswa On 

Going dan pendaftaran Mahasiswa Baru
• Hilangnya data pencairan dan pendaftar KIP Kuliah.
Perlu dilakukan restorasi database pencairan semester Genap sebelum 

melakukan Pencairan Gasal untuk Mahasiswa On Going, sedangkan data 

mahasiswa yang diproses melalui pencairan manual tidak muncul di SIM 

KIP Kuliah
Migrasi data mahasiswa KIP Kuliah dari kampus yang ditutup ke kampus 

yang baru masih dalam proses dan membutuhkan waktu
Perguruan Tinggi terlambat pelaporan di PDDikti untuk pencairan semester 

Gasal

Banyak Data siswa calon penerima ADiK yang tidak valid terutama NIK, 

NISN dan NPSN.
Rekening penerima yang tidak valid.
Kesulitan dalam menghubungi mahasiswa yang sudah diterima dan 

ditetapkan sebagai penerima Adik

a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

I)

a.

b.
c.

1)

2)

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja 

antara lain:

C. Hambatan atau permasalahan
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Banyaknya mahasiswa ADik ongoing yang tidak dilanjutkan/dihentikan 

beasiswanya, karena mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), drop out, 

mahasiswa menghilang, mengundurkan diri, tidak sesuai dengan program 

studi pilihan, dan meninggal dunia.
Banyak mahasiswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah 

beberapa semester. 
Rataan IPK rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum. Akibat 

bervariasinya kompetensi mahasiswa penerima ADik, lingkungan yang 

membentuk, dan kurangnya pembinaan.
Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (culture shock) dan kesulitan dalam 

berkomunikasi yang disebabkan karena bervariasinya sosial budaya 

mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi 

yang rendah terhadap lingkungan.

Keterlambatan laporan mahasiswa disebabkan oleh nilai salah satu mata 

kuliah yang belum diterima dari Perguruan Tinggi, sehingga penyaluran 

selanjutnya tidak dapat diproses jika melebihi batas waktu yang telah 

ditentukan
Beberapa Perguruan Tinggi belum melakukan verifikasi dan validasi laporan 

serta bukti pembayaran penerima beasiswa unggulan, sehingga penyaluran 

tahap II tidak dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku
Sistem pelaporan masih perlu dievaluasi, terutama terkait dengan menu 

pelaporan verifikasi dan penyaluran.

Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin 

serta PDDikti
Memberikan layanan online melalui ULT setiap hari Rabu untuk mengatasi 

berbagai permasalahan KIP Kuliah, mulai dari pendaftaran hingga 

penyaluran
Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk memberikan sosialisasi yang lebih 

jelas kepada operator Perguruan Tinggi Swasta apa yang menjadi hak dan 

kewajiban PT sesuai regulasi serta melibatkan Itjen dalam penyampaian 

dan penegakan regulasi yang ada

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

Beasiswa Unggulan (BU)3)

KIP Kuliah 1)

D. Strategi Tindak Lanjut
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Perlu sosialisasi dan surat edaran agar PT mematuhi timeline proses 

pengajuan usulan calon penerima.
Berkoordinasi dengan Bank Pusat untuk menginstruksikan ke Bank Cabang 

untuk tidak mengupgrade rekening penerima beasiswa KIP Kuliah.
Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim 

pengelola kemahasiswaan yang mengurusi mahasiswa KIP Kuliah

Melibatkan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi mengenai 

program ADik. Salah satu hal yang diperlukan adalah penilaian secara 

komprehensif mengenai prosedur pendaftaran dari pemerintah daerah agar 

lebih memiliki komitmen, khususnya dalam hal pendanaan lokal.
Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan 

NPSN serta data NIK siswa.
Melakukan verifikasi data sebelum proses pencairan.
Perlu dirancang Memorandom of Understanding (MoU) antara Puslapdik 

dengan Pemda provinsi
Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim 

pengelola kemahasiswaan yang mengurusi mahasiswa ADik.
Mendorong PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk 

matrikulasi bagi mahasiswa ADik. 

Memberikan informasi dan secara proaktif mengingatkan seluruh penerima 

BU mengenai pelaporan akademik dan bukti pembayaran biaya pendidikan 

melalui zoom, untuk mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa selama 

proses studi
Verifikasi dan validasi hanya dilakukan oleh tim pengelola pusat BU agar 

beasiswa tahap II dapat diproses.
Sistem penyaluran dana BU dilakukan secara manual melalui rekap 

penyaluran dari masing-masing PIC verifikasi dan validasi data.

d.

e.

f.

a.

c.

d.
e.

f.

a.

b.

c.

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Beasiswa Unggulan (BU)

2)

3)
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Memindahkan server SIM KIP Kuliah ke GCP
Melakukan koordinasi secara intens dan cepat untuk restorasi data pada 

SIM KIP Kuliah dan membuka kembali pendaftaran KIP Kuliah untuk 

mahasiswa baru
Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk mahasiswa On Going yang 

belum muncul di sistem pencairan
Menghimbau kepada pendaftar KIP Kuliah yang sudah mendaftar 

sebelumnya untuk melakukan Klaim Akun dan melengkapi kembali data 

pendaftaran
Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Migrasi Data KIP Kuliah untuk 

mahasiswa yang dipindah
Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Tim PDDikti untuk pelaporan 

dan perbaikan data
Melaksanakan kegiatan Percepatan Pencairan untuk seluruh PTN dan 

LLDIKTI
Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan PT 

untuk mendorong proses verifikasi dan validasi data usulan mahasiswa 

penerima dan update NIK mahasiswa supaya pengusulan yang dilakukan 

tepat sasaran, efektif dan efisien. 
Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bank Penyalur terkait  

pembukaan rekening dan penyaluran dana bantuan KIP Kuliah.

Melakukan proses seleksi yang lebih ketat untuk memastikan komitmen 

mahasiswa agar mereka dapat kuliah sesuai dengan kesepakatan program 

studi.
Memberikan dukungan dana kepada Perguruan Tinggi untuk pengelolaan 

Program ADik, yang mencakup pembiayaan tim pengelola serta kegiatan 

pembinaan mahasiswa ADik, seperti matrikulasi dan aktivitas penunjang 

akademik.
Meminta Perguruan Tinggi untuk mendukung adaptasi mahasiswa baru 

ADik, dengan menyediakan asrama khusus serta program-program 

pembinaan non-akademik.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

I)

a)

b)

c)

E. Langkah antisipasi

KIP Kuliah 

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

1)

2)
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Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Meninjau kembali batas maksimal pembiayaan Program ADik dan 

mempertimbangkan beban keuangan negara, sambil memperhatikan 

kualitas lulusan program ADik yang memakan waktu terlalu lama untuk 

menyelesaikan pendidikan, serta menilai dampak dari capaian program 

Adik
Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bank Penyalur terkait 

pembukaan rekening dan penyaluran dana bantuan KIP Kuliah.

Berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait tagihan dan pelaporan 

mahasiswa penerima BU.
Melakukan sinkronisasi data dengan PDDikti dalam hal proses seleksi 

mengenai validitas status mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi 

tersebut apakah yang bersangkutan aktif sebagai penerima atau tidak.
Berkoordinasi dengan tim IT terkait kendala pada sistem Beasiswa 

Unggulan

SK 5 dapat tercapai dengan baik, hal ini terlihat dari realisasi seluruh IKK yang mencapai 

100% bahkan lebih. Rincian capaian IKK yang mendukung SK dapat di lihat pada gambar di 

bawah ini:

d)

b)

a)

b)

c)

Beasiswa Unggulan (BU)3)

SK 5 - Meningkatnya Tata Kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Capaian 2024Target 2024

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal BB

[IKK 5.2] 

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 97,08

100%

A

A

108%

90
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Indikator Kegiatan 5.1
Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja 

pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Nilai Predikat SAKIP Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil 

penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa 

penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian 

Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas 

Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang 

dengan tingkatan Entitas Akuntabilitas 

Kinerja Satuan Kerja; Entitas Akuntabilitas 

Kinerja Unit Organisasi; Entitas Akuntabilitas 

Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga. 

Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 (empat) 

komponen penilaian seperti terlihat pada 

gambar di samping.

Komponan peninilaian SAKIP

15%

25%

30%

30%

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi Internal

Nilai Predikat Interpretasi

> 90 – 100 AA Sangat Memuaskan

> 80 – 90 A Memuaskan

> 70 – 80 BB Sangat Baik

> 60 – 70 B Baik

> 50 – 60 CC Cukup (memadai)

> 30 – 50 C Kurang

0 – 30 D Sangat Kurang
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Realisasi capaian IKK ini sudah memenuhi target yang tertuang dalam PK Kepala 

Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Puslapdik 

pada tahun 2024 mendapat kategori A dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 88,75.

Puslapdik telah mendapat predikat A selama 3 (tiga) tahun terakhir. Capaian kategori IKK 

tahun 2024 sama dengan capaian 2023, yaitu Kategori A. Akan tetapi nilai akuntabilitas 

kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2024 ini 

mendapatkan nilai 88,75 pada tahun sebelumnya nilai yang didapat yakni 87,15.

Dalam mencapai realisasi yang sesuai dengan target, Adapun program dan kegiatan 

yang telah di antaranya adalah:

Perolehan predikat SAKIP dengan kategori A adalah sebuah pencapaian luar biasa. Hal 

ini tercapai karena Puslapdik terus berusaha untuk memenuhi setiap indikator yang ada 

dalam proses Penilaian SAKIP, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemenuhan 

indikator-indikator tersebut dilakukan sepanjang tahun dengan melengkapi dokumen-

dokumen pendukung. Sebagai hasilnya, saat penilaian, dokumen-dokumen tersebut 

sudah tersedia dengan lengkap.

Kegiatan Reviu Renstra, 
Evaluasi pengukuran kinerja setiap Triwulanan, 
Penginputan capaian secara berkala pada aplikasi SAKTI dan SPASIKITA, dan 

kegiatan lainnya yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan data dukung dalam 

penilaian SAKIP.

1)
2)
3)

A. Program dan kegiatan

B. Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

[IKK 5.2] Predikat SAKIP Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan Minimal BB

A

A

100%



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

63

Indikator Kegiatan 5.2
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan 
Pendidikan minimal 85

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Melakukan reviu Renstra pada awal tahun 2024
Menyusun revisi Perjanjian Kerja tahun 2024
Menyusun kebijakan untuk melakukan pertemuan di kantor dalam rangka evaluasi. 

Memenuhi catatan yang tercantum dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
Melaporkan capaian kinerja secara berkala dan tepat waktu.
Melaporkan capaian kinerja di sistem (aplikasi) yang sudah di siapkan 
Berkoordinasi secara internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja 

(satker).

Langkah antisipasi yang dilakukan di antaranya adalah:

Langkah antisipasi yang dilakukan diantaranya adalah:

1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)

Terdapat beberapa catatan dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Puslapdik 

Tahun 2024 yang perlu diperhatikan.
Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek yang mengalami perubahan, 

sehingga Renstra Puslapdik juga perlu di perbaiki karena terdapat sasaran kegiatan 

dan indikatornya yang berubah
Menjelang semester 2 tahun 2022, tim Kelompok Kerja (Pokja) semakin padat 

kegiatan, sehingga terkadang koordinasi untuk evaluasi jadi tertunda karena pokja 

sedang tidak bertugas di luar kantor.

1)
2)
3)

4)

C. Hambatan atau permasalahan

D. Strategi

E. Langkah Antisipasi

99.21 100 100

CRO (75%) Pengguna
SBK (100%)

Efisiensi 
SBK (15%)
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NKA Puslapdik pada tahun 2024 mendapatkan nilai 97,08. Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan 

tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran 

Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas 

penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen 

anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur dengan nilai komponen berikut ini:

Pada tanggal 14 Januari 2024 pada aplikasi monev.kemenkeu, NKA Puslapdik 

mendapatkan nilai 97,08% atau mencapai 107,87% dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan untuk tahun 2024. 
Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-

tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja terlihat pada bagan di 

samping. 
Tahun 2024, capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan capaian yang tertinggi 

jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Efektivitas, Capaian Rincian Output 75%;
Efisiensi, Penggunaan SBK (10%); Efisiensi SBK (15%).

1)
2)

Indikator Kegiatan 5.2
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan 
Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Nilai Kinerja Anggaran

[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

97,08

90

Target Capaian

107,87%
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Perbandingan Capaian Kinerja 2020-2024

97,08

93,29
87,45

86,61

88,15

20202021202220232024

Melakukan penginputan capaian output secara berkala sesuai waktu yang ditentukan
Melakukan evaluasi secara berkala terkait capaian Triwulanan
Melakukan revisi halaman III DIPA
Melakukan pemantauan terhadap deviasi antara rencana penarikan dana dengan 

realisasi setiap bulan dan setiap jenis belanja.

Menerapkan kebijakan untuk mengatasi indikator yang memperoleh nilai rendah, 

dengan tujuan meningkatkan nilai tersebut pada bulan berikutnya
Secara berkala, melakukan pemantauan terhadap nilai dari setiap indikator.

Karakteristik Rincian Output (RO) yang ada di Puslapdik berkaitan dengan pihak luar, 

sehingga ketercapaian nya bergantung juga kepada usulan dari pihak luar;
Penilaian capaian di tingkat RO sedikit merugikan karena banyaknya RO di 

Puslapdik. Padahal Puslapdik sudah pernah mengusulkan penyederhanaan RO 

untuk menggabungkan RO berdasarkan jenjang dan/atau jenis bantuan, akan tetapi 

hal ini tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan alasan mereka kesulitan 

untuk mendeteksi jika dibutuhkan data perjenjang atau perjenis bantuan;
Perubahan pola skema penilaian IKPA membutuhkan adaptasi terhadap 

pelaksanaannya.

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)

1)

2)

3)

A. Program dan kegiatan

B. Faktor Penyebab keberhasilan 

C. Hambatan atau permasalahan
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Melakukan revisi pergeseran sasaran di program aneka Tunjangan;
Mengusulkan untuk penyederhanaan RO;
Melakukan evaluasi setiap triwulanan untuk melihat capaian dan mengambil 

kebijakan untuk triwulan berikutnya.

Menjamin bahwa setiap indikator yang menjadi bagian dari penilaian dapat 

dilaksanakan dengan baik
Memastikan bahwa pelaksanaan indikator tersebut juga dilaporkan melalui sistem 

(aplikasi) yang telah disediakan
Memperbaiki data perencanaan untuk menentukan target di setiap RO, serta 

melakukan revisi target di tengah tahun jika sudah terlihat bahwa target tersebut tidak 

akan tercapai.

1)
2)
3)

1)

2)

3)

D. Langkah antisipasi:

E. Strategi
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Pada saat pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024, Puslapdik 

melakukan beberapa kali revisi anggaran. Revisi tersebut dilakukan untuk 

penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran di internal Puslapdik.  

Hingga akhirnya alokasi anggaran Puslapdik Tahun 2022 sebesar 

Rp35.362.067.961.000,- sesuai dengan DIPA Revisi ke 17 dengan nomor SP 

DIPA- 023.01.1.690399/2024, tanggal 27 Desember 2023. 
Dari DIPA akhir tersebut, serapan anggaran Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 

Rp.34.912.018.238.147,- atau 98,73% dari total anggaran. 

B. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp36.392.720.800.000,- 

sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal nomor 

SP DIPA- 023.01.1.690399/2024, tanggal 24 November 2023.

Capaian Anggaran1.

36.392.720.800.000

35.362.067.961.000

Perbandingan DIPA Tahun Anggaran 2024

Awal Akhir
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Perbandingan anggaran Puslapdik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, 

dapat dilihat pada grafik berikut, 

Persentase Serapan Anggaran Tahun 2024

Blokir 0,11% Sisa 1,16%

Serapan 98,73%

Alokasi Anggaran Tahun 2020 

24.738.610.787.000 

28.233.365.805.000 

28.053.089.258.000 

29.521.692.495.000 

35.362.067.961.000 

2020 2021 2022 2023 2024
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Pagu tahun 2024 digunakan untuk pencapaian 5 SK dan 7 IKK. Berikut rincian 

penyerapan anggaran untuk masing masing SK dan IKK,  

Selama pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024, Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 

Rp1.030.652.839.000,-. 
Efisiensi tersebut berasal dari tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai (51xxx) 

sebesar Rp718.897.129.000,- , Belanja Barang (52xxxx) sebesar Rp72.103.000,- 

dan Belanja Bantuan Sosial (57xxxxx) sebesar Rp311.683.607.000,- dengan 

rincian sebagai berikut

Efisiensi Anggaran2.

Alokasi Realisasi %

[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang 

memperoleh PIP
4.223.395.066.000 4.222.068.777.376 99,97

[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat menengah

[IKK 2.1] Jumlah siswa 

SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh 

PIP

6.649.976.507.000 6.649.013.710.806 99,99

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan profesional

[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan 

Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan
7.744.570.633.000 7.575.920.702.067 97,82

[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh 

beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi
13.994.064.247.000 13.715.897.210.318 98,01

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat 

Layanan Pembiayaan Pendidikan

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal BB
8.007.061.000 7.994.988.704 99,85

[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan 

Pembiayaan Pendidikan minimal 85

16.003.773.000 15.091.483.451 94,3

35.362.067.961.000 34.912.018.238.147 98,73Total

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Anggaran

[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan 

pendidikan di tingkat dasar
[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat 

yang memperoleh PIP
2.726.050.674.000 2.726.031.365.425 100
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Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, dengan efisiensi anggaran sebesar 

Rp1.030.652.839.000, Puslapdik mencapai output kinerja rata-rata sebesar 

106,65%     

Semula Menjadi

A. Dialihkan ke Ditjen GTK (Rp525.139.562.000,-) 

Tahap 1 ke:

1. PPG Prajabatan Rp318.325.000.000,-

2. PPG dalam jabatan Rp206.814.562.000,-

B. Dialihkan (Rp92.860.438.000,-) Tahap 2 ke:

1. BPI (BPPT) Rp52.860.438.000,-

2. Tunjangan Profesi Dosen (LLDIKTI) 

Rp40.000.000.000,-

C. Dialihkan (Rp100.392.749.000,-) Tahap 3:

1. Pemenuhan gaji pegawai di Ditjen 

Vokasi dan Ditjen Diktiristek)

D. Pengalihan anggaran dari gaji sebesar 

Rp504.380.000,- yang digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran

A. Dialihkan ke satker di Setjen lainnya 

(Rp33.542.000.000,-) :

1. Biro SDM Rp5.000.000.000,-

2. BPTI Rp28.542.000.000,-

B. Penambahan dari KIP Kuliah sebesar 

Rp32.965.517.000,- untuk rekrutmen 
mahasiswa baru

C. Penambahan anggaran sebesar Rp504.380.000,- 

yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

operasional perkantoran

Pengurangan (Rp311.683.607.000,-) ke:

1. ADIK sebesar Rp32.965.517.000,-

2. Dharmasiswa (BPI - BPPT) Rp18.370.200.000,-

3. Merdeka Belajar (Ditjen Diktiristek) 

Rp260.347.890.000,-

Jumlah 36.392.720.800.000 35.362.067.961.000 1.030.652.839.000

Belanja Barang (52xxxx) 532.550.660.000 532.478.557.000 72.103.000

Belanja Bantuan Sosial 

(57xxxxx)
27.416.630.600.000 27.104.946.993.000 311.683.607.000

Uraian/Jenis Belanja
Anggaran Tahun 2024

Efisiensi Penjelasan

Belanja Pegawai 

(51xxxx)
8.442.939.540.000 7.724.042.411.000 718.897.129.000
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C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

Pengembangan Fitur Pengusulan PIP yang lebih memudahkan pengusul 

melakukan verifikasi usulan
Puslapdik mengembangkan fitur usulan PIP dengan tampilan dan menu baru 

untuk lebih memudahkan pengusul dalam melakukan verifikasi usulan. 

Pengembangan fitur ini secara umum memudahkan pengusul dalam 

menentukan siswa yang akan diverifikasi untuk ditetapkan sebagai penerima 

PIP, sehingga dalam penetapan penerima PIP lebih tepat sasaran.

a.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ADEM
Proses pelaporan menjadi lebih mudah dengan adanya SIM ADEM (Sistem 

Informasi Manajemen ADEM), yang memungkinkan pihak sekolah untuk 

melaporkan setiap bulan, sehingga pencairan bulanan dapat berjalan lancar 

dan Laporan Pertanggungjawaban dapat diselesaikan pada tanggal 31 

Desember.

b.

Pada tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan meluncurkan berbagai 

inovasi sebagai berikut:

Inovasi1.
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Penyaluran biaya Pendidikan Beasiswa Unggulan langsung ke 

Perguruan Tinggi
Puslapdik bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang bersedia untuk 

menyalurkan biaya Pendidikan mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan 

langsung ke rekening Perguruan Tinggi, sedangkan untuk biaya buku dan 

biaya hidup beasiswa tetap disalurkan ke rekening mahasiswa. Nominal biaya 

pendidikan disalurkan berdasarkan invoice tagihan biaya pendidikan 

Perguruan Tinggi, bukan dari rerata pada kontrak perjanjian Kerjasama 

Beasiswa unggulan.

c.
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Pengembangan aplikasi SIMTUGU
Pokja Aneka Tunjangan telah mengembangkan aplikasi SIM-ANDIK, aplikasi 

tersebut masih bersifat internal yang digunakan untuk (1) Generate/penerbitan 

SK penerima tunjangan profesi dan Sk penerima tunjangan khusus, (2) Untuk 

mendeteksi jika terjadi dalam pembayaran nominal inpassing, (3) Untuk 

mendeteksi jika nomor rekening guru tidak sesuai, dan (4) memonitoring 

pergerakan penyaluran tunjangan secara real time.

d.

Penambahan tombol konfirmasi penerimaan biaya hidup di SIM 

KIPKuliah
Dengan adanya penambahan tombol konfirmasi penerimaan biaya hidup di 

menu penerima/mahasiswa diharapkan penyaluran KIP Kuliah dapat lebih 

tepat sasaran sekaligus dapat digunakan sebagai alat evaluasi kecepatan dan 

ketepatan proses penyaluran dana.

e.
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Sinkronisasi Data Penerima KIP Kuliah dengan PDDikti
Proses pencairan penerima di SIM KIP Kuliah hanya dapatdilakukan jika data 

mahasiswa penerima KIP Kuliah sudah terdata di PDDikti sehingga dapat 

dilakukan sinkronisasi data SIM KIP Kuliah dan data PDDikti sebagai syarat 

diajukan pencairan KIP Kuliahnya. Dengan sinkronisasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan keakuratan data dan keaktifan studi penerima KIP Kuliah di SIM 

KIP Kuliah, sehingga dapat menimimalisir peluang kesalahan operator dalam 

menetapkan maupun mengajukan mahasiswa yang sudah tidak aktif.

f.

Pada tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mendapatkan 

penghargaan sebagai Wajib Pajak dengan Kontribusi Besar dari Kepala KPP 

Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan.

Penghargaan2.
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Pada tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan program 

crosscutting /collaborative untuk program pendanaan beasiswa Afirmasi 

Pendidikan Tinggi (ADik) yang merupakan program kolaborasi antara 

Kemendikbudristek melalui Puslapdik dengan LPDP, Kementerian Keuangan).
Sematkan Logo Kemdikdasmen dan LPDP

Program Crosscutting/Collaborative3.

Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana 

dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada 

LPDP

Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana 

dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada 

LPDP

Mengalokasikan anggaran pendamping untuk Manajemen 

Pelaksana yang bersumber dari Da�ar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Kemendikbudristek

Menggunakan sistem informasi atau saluran resmi yang 

disampaikan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan Program Beasiswa

Menyampaikan usulan Penerima Pendanaan berdasarkan 

hasil seleksi kepada LPDP

Menyampaikan surat permintaan pembayaran Pendanaan 

Beasiswa kepada LPDP sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian

Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila 

terdapat perubahan iden�tas dan/atau nomor rekening 

Penerima Pendanaan

Melaporkan dan mengembalikan sisa dana yang �dak 

digunakan atau �dak direalisasikan oleh Penerima 

Pendanaan melaiui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke 

rekening yang ditunjuk oleh LPDP

Memberikan layanan komunikasi kepada Penerima 

Pendanaan terkait pelaksanaan Program Beasiswa

Mengelola dokumen keuangan dan arsip pelaksanaan 

program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 

bidang kearsipan

Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa 

kepada LPDP

Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Program 

Beasiswa

Menyalurkan Pendanaan Beasiswa dalam bentuk uang tunai 

sesuai komponen biaya beasiswa

Melakukan rekrutmen atau seleksi kepada calon Penerima 

Pendanaan termasuk melakukan verifikasi atas rincian 

anggaran program berdasarkan pedoman/panduan/petunjuk 

teknis penyelenggaraan Pendanaan Beasiswa serta 

memegang prinsip kompe�si yang sehat dan transparan

Menyelenggarakan Program Beasiswa sesuai dengan 

pedoman/Panduan/Petunjuk teknis penyelenggaraan 

Pendanaan Beasiswa yang ditetapkan oleh 

Kemendikbudristek
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Pada tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan program 

crosscutting /collaborative untuk program pendanaan beasiswa Afirmasi 

Pendidikan Tinggi (ADik) yang merupakan program kolaborasi antara 

Kemendikbudristek melalui Puslapdik dengan LPDP, Kementerian Keuangan).
Sematkan Logo Kemdikdasmen dan LPDP

Program Crosscutting/Collaborative3.

Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana 

dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada 

LPDP

Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana 

dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada 

LPDP

Mengalokasikan anggaran pendamping untuk Manajemen 

Pelaksana yang bersumber dari Da�ar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Kemendikbudristek

Menggunakan sistem informasi atau saluran resmi yang 

disampaikan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan Program Beasiswa

Menyampaikan usulan Penerima Pendanaan berdasarkan 

hasil seleksi kepada LPDP

Menyampaikan surat permintaan pembayaran Pendanaan 

Beasiswa kepada LPDP sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian

Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila 

terdapat perubahan iden�tas dan/atau nomor rekening 

Penerima Pendanaan

Melaporkan dan mengembalikan sisa dana yang �dak 

digunakan atau �dak direalisasikan oleh Penerima 

Pendanaan melaiui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke 

rekening yang ditunjuk oleh LPDP

Memberikan layanan komunikasi kepada Penerima 

Pendanaan terkait pelaksanaan Program Beasiswa

Mengelola dokumen keuangan dan arsip pelaksanaan 

program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 

bidang kearsipan

Menyalurkan Pendanaan Beasiswa dalam bentuk uang tunai 

sesuai komponen biaya beasiswa

Melakukan rekrutmen atau seleksi kepada calon Penerima 

Pendanaan termasuk melakukan verifikasi atas rincian 

anggaran program berdasarkan pedoman/panduan/petunjuk 

teknis penyelenggaraan Pendanaan Beasiswa serta 

memegang prinsip kompe�si yang sehat dan transparan

Menyelenggarakan Program Beasiswa sesuai dengan 

pedoman/Panduan/Petunjuk teknis penyelenggaraan 

Pendanaan Beasiswa yang ditetapkan oleh 

Kemendikbudristek

Pembagian Peran Puslapdik dengan LPDP:
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Dampak manfaat

Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa 

kepada LPDP

Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Program 

Beasiswa

 APBN  LPDP 

Mahasiswa Yang mendapatkan 

Beasiswa Afirmasi Pendidikan 

Tinggi (ADIK) 

7,676 101,136,117,038 40,764,937,000 60,371,180,038 

Rincian Output  Sasaran  Kebutuhan Anggaran 
 Pemenuhan Anggaran 
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Selama tahun 2024, Puslapdik berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk 

mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian 

indikator kinerja dan kinerja keuangan.

NO Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 2024 Capaian 2024 %

1

[SK 1] Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di 

tingkat dasar

[IKK 1.1] Jumlah siswa 

SD/SDLB/Sederajat yang 

memperoleh PIP

Orang         10.360.614 10.360.614 100

[IKK 1.2] Jumlah siswa 

SMP/SMPLB/Sederajat yang 

memperoleh PIP

Orang           4.369.968 4.369.968 100

2

[SK 2] Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di 

tingkat menengah

[IKK 2.1] Jumlah siswa 

SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang 

memperoleh PIP

Orang           3.255.248 4.168.975 128,07

3

[SK 3] Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan bagi 

pendidik dan tenaga 

kependidikan profesional

[IKK 3.1] Jumlah guru dan 

tenaga kependidikan Non PNS 

yang memperoleh 

tunjangan/bantuan

Orang             341.599 348.873 99,03

4

[SK 4] Tersedianya layanan 

pembiayaan pendidikan di 

tingkat pendidikan tinggi

[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa 

yang memperoleh beasiswa 

KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Orang             929.951 1.035.837 111,39

5

[SK 5] Meningkatnya tata kelola 

Pusat Layanan Pembiayaan 

Pendidikan

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat 

Layanan Pembiayaan 

Pendidikan minimal BB

Predikat A A 100

[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran 

atas Pelaksanaan RKA-K/L 

Pusat Layanan Pembiayaan 

Pendidikan minimal 85

Nilai                       90 97,08 107,87

Rata - Rata % 106,65
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Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tahun 2024 dinyatakan 

berhasil karena capaian rata-ratanya mencapai 106,62% dari tujuh (7) Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diteapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. 

Dari 7 IKK tersebut, sebanyak tiga (3) IKK mendapatkan capaian lebih dari 100%, 

tiga (3) IKK mendapatkan capaian 100% dan satu (1) IKK yang mendapat angka 

dibawah 100%, yaitu “Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang 

memperoleh tunjangan/bantuan”. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Pusat 

Layanan Pembiayaan Pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Capaian Kinerja tersebut didukung kinerja keuangan di 

tahun 2024 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 35.362.067.961.000,00 atau 

99,20% dari total pagu sebesar Rp 34.912.018.238.147,00.

Selama tahun 2024, Puslapdik berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk 

mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian 

indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Capaian Kinerja 2024

Capaian < 100% Capaian = 100% Capaian > 100%3 3 1

Rp35.362.067.961.000,00

Rp34.912.018.238.147,00

Penyerapan Anggaran

Rata-rata Capaian 106,65%

Pagu Realisasi

98,73%
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Sebagai penutup periode Rencana Strategi (Renstra) 2020-2024, dapat disimpulkan 

bahwa Puslapdik telah menjalankan kegiatan program sesuai dengan target atau 

sasaran kinerja yang telah ditetapkan, meskipun ada yang optimal dan tidak. 

Selanjutnya, kita akan memasuki fase baru dalam arah dan kebijakan, yaitu Renstra 

2025-2029, yang berlandaskan pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2025-2045 serta Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Kebijakan baru tersebut tentu akan membawa program, target, sasaran kinerja, dan 

anggaran yang segar, mendukung langkah untuk meningkatkan mutu dalam bidang 

pendidikan dan kebudayaan.

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Pusat Layanan 

Pembiayaan (Puslapdik) Berikut gambaran arah dan kebijakan bidang pendidikan 

untuk periode berikutnya:
Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan
melakukan pengembangan aplikasi (sistem informasi) yang digunakan untuk 

melayani penerima manfaat dari Puslapdik, yaitu Sipintar (aplikasi PIP)
menjalankan pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terhadap 

perkembangan hasil Rincian Output (RO) dan hasil evaluasi tersebut digunakan 

sebagai data rujukan dalam melaporkan pencapaian RO setiap bulan di aplikasi 

SAKTI (Kementerian Keuangan)
melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress 

capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber 

data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA 

(Kemendikbudristek
melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil penilaian SAKIP dari 

tahun lalu untuk meningkatkan pelaksanaan SAKIP
melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program 

dan Kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Lampiran



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

84



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

85



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

86



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

87



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

88



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

89



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

90



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

91



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

92



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

93



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

94



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

95



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

96



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

97



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

98



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

99



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

100



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

101



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

102



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

103



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

104



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

105



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

106



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

107



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

108



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

109



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

110



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

111



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

112



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

113



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

114



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

115



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

116



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

117



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

118



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

119



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

120



LAPORAN KINERJA 2024
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

121




	Cover
	Page 1

	Ikhtisar Eksekutif
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	Bab 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	Bab 2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	Bab 3
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54

	Bab 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Lampiran
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

	Cover Belakang
	Page 1

	Untitled.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39


